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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana
Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2026
dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan instrumen penting dalam siklus
perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta
indikator kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renja Tahun 2026 menjadi bagian dari
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon
Tahun 2025-2029, yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Renja Tahun 2026 ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional
dan provinsi. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis di bidang komunikasi
dan informatika, statistik, serta persandian, DKIS Kota Cirebon berkomitmen mendukung
pencapaian visi dan misi RPIJMD melalui penguatan layanan informasi publik, integrasi data
sektoral, serta penerapan prinsip Pemerintah Digital (Pemdi) di lingkungan Pemerintah
Kota Cirebon.

Konsep Pemerintah Digital (Pemdi) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2026. Transformasi menuju pemerintahan digital diarahkan
untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas dan literasi
digital aparatur, serta pengamanan infrastruktur siber guna mendukung keberlanjutan
pelayanan publik digital yang andal dan inklusif.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah
menjadi hal yang krusial. DKIS Kota Cirebon terus mendorong keterpaduan kebijakan,
penyelarasan data dan sistem, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar transformasi
digital berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah. Dukungan aktif dari seluruh
pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi,
diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang produktif di Kota
Cirebon.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2026 dapat menjadi acuan dalam

pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta menjadi langkah
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nyata dalam mendukung terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif,

Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029.

Cirebon, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Statistik Kota Cirebon

MA’RUF NURYASA, AP..MM
NIP 19760330 199602 1 004
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1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat efektivitas
pelaksanaan program strategis di bidang komunikasi publik, informatika, statistik
sektoral, dan persandian. Rencana Kerja (Renja) DKIS Kota Cirebon Tahun 2026
disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun kedua
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Cirebon Tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi untuk menjabarkan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam Ilangkah-langkah
operasional tahunan yang lebih terukur dan terarah sesuai dengan tugas dan fungsi
DKIS Kota Cirebon.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat
menuntut pemerintah daerah untuk bertransformasi menuju tata kelola
pemerintahan yang modern dan adaptif. Dalam konteks tersebut, konsep
Pemerintah Digital (Pemdi) menjadi arah strategis yang diusung oleh Pemerintah
Kota Cirebon dalam RPJIMD 2025-2029, dengan tujuan membangun birokrasi yang
efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan layanan publik yang cepat dan
terintegrasi. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi semakin
sentral sebagai motor penggerak digitalisasi pemerintahan daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2026 juga didasarkan pada hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang mencerminkan
capaian, kendala, dan tantangan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi,
informatika, statistik, dan persandian. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa
transformasi digital masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan
infrastruktur TIK, literasi digital aparatur yang belum merata, serta perlunya
penguatan tata kelola data sektoral dan keamanan informasi. Oleh karena itu,
diperlukan arah kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan untuk
mempercepat pencapaian target Pemerintah Digital di Kota Cirebon.

Selain itu, dinamika pembangunan nasional dan provinsi juga memberikan
pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan daerah. Kebijakan nasional
melalui Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan
Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Digital menekankan pentingnya
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interoperabilitas sistem, integrasi data, dan peningkatan kualitas layanan publik

berbasis teknologi. DKIS Kota Cirebon memiliki tanggung jawab untuk
menyelaraskan kebijakan tersebut di tingkat daerah, agar pelaksanaan transformasi
digital dapat berjalan terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong peningkatan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam konteks tersebut, DKIS Kota Cirebon
memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya infrastruktur teknologi
informasi, pengelolaan data statistik sektoral yang andal, serta penyelenggaraan
komunikasi publik yang efektif. Namun demikian, dalam pelaksanaan Renja awal
2026 terdapat beberapa faktor yang memerlukan penyesuaian, antara lain
perubahan struktur pendanaan, penajaman sasaran kegiatan prioritas, serta
adanya program baru yang mendukung penguatan transformasi digital daerah.
Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Cirebon Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi
pemerintahan digital, memperluas jangkauan layanan informasi publik,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, serta memperkokoh
keamanan data dan informasi daerah. Renja ini diharapkan menjadi instrumen yang
mampu mendorong percepatan terwujudnya Kota Cirebon Sejahtera, Tertata,
Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029, sejalan dengan visi
pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPIJMD Kota Cirebon, adapun visi nya
sebagai berikut “TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA,
TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN
2029“. Sedangkan Misi nya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas
KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian  Lingkungan Hidup
Berkelanjutan Dan Berketahanan;

5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah misi ke 3, yaitu Mewujudkan
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tata kelola pemerintahan Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.

Adapun tujuan DKIS adalah sebagai berikut “Mewujudkan Transformasi

Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang

Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi”

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kota Cirebon merumuskan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
rangka implementasi Pemerintah Digita (Pemdi);

b. Meningkatnya Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan
komunikasi publik;

c. Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun
perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerabh;

d. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;

e. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerabh;

1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dibentuk

berdasarkan :

» Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

» Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 107);

» Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

A. Kedudukan
DKIS Kota Cirebon unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang

Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

: A
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B. Tugas dan Fungsi

DKIS Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota

melaksanakan tugas urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DKIS Kota

Cirebon mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang Komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan
persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.
1.1.2. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka BKPSDM Kota Cirebon memiliki
kewenangan menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang

Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota

Cirebon

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DKIS Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan

tata kerja sebagai berikut :
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A. Unsur Organisasi
Unsur Organisasi Dinas terdiri dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat terdiri dari :
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4) Sub Bagian Program dan Pelaporan
5) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
6) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7) Bidang Layanan E-Government;
8) Bidang PErsandian dan Keamanan Informasi;
9) UPT,; dan
10)Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Bidang Tugas Unsur Organisasi
I. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik.
Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program
dan kegiatan Dinas;
b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

~ o a o

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.

lI. Sekretariat
Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi

penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya

: A
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manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan,
organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat,
protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi
dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan
perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan
tugas dinas. Sekretaris diberi tugas tambahan selaku Koordinator

Kelompok Jabatan fungsional dalam lingkup jabatannya. Sekretaris

dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu oleh Sub Koordinator

Keuangan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis
operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan
lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, statistik serta
persandian;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;

g. pengoordinasian  penyiapan bahan  penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas Dinas;

h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas
sekretariat Dinas;

i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
dan

j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Koordinator Keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan

administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan,

arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem

informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi

dinas.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian
pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam

lingkup bidang tugasnya.

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program

dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan

organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerja

sama antar lembaga.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub
Bagian Program dan Pelaporan;

b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian
Program dan Pelaporan;
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c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub
Bagian Program dan Pelaporan;

d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian
Program dan Pelaporan;

e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian
pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;

f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub
Bagian Program dan Pelaporan; dan

g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam

lingkup bidang tugasnya.

. Sub Koordinator Keuangan

Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan
kegiatan lingkup Keuangan;

b) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
keuangan;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan
anggaran, pelasanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan
keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan,
penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantuan,
analistis, monitoring dan evaluasi seta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam

lingkup bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
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Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan,

koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan dan
layanan informasi, pengelolaan komunikasi serta hubungan masyarakat.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok JAbatan

Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai
fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup
tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik;

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik;

h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

I. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan

Informasi dan Komunikasi Publik; dan
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j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
b. Sub Kordinator Pengelolaan Komunikasi Publik; dan

c. Sub Kordinator Kemitraan Komunikasi.

1) Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai
tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan
kegiatan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup
pengelolaan dan layanan informasi publik;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
pengelolaan dan layanan informasi publik;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan
dan layanan informasi publik meliputi pelaksanaan perumusan
kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring
opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik, penguatan tata
kelola komisi informasi di daerah kota, penyediaan/pengadaan
sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik
pemerintah Daerah Kota;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi
publik; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam

lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik
Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas:
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a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan

kegiatan lingkup pengelolaan komunikasi publik;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup
pengelolaan komunikasi publik;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
pengelolaan komunikasi publik;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan
komunikasi publik meliputi pelaksanaan monitoring informasi dan
penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah,
pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik,
pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis
serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup
bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi

Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan perencanaan, program dan kegiatan lingkup
Kemitraan Komunikasi;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Kemitraan
Komunikasi;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
Kemitraan Komunikasi;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan
komunikasi meliputi pelaksanaan layanan hubungan media,
kemitraan dengan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan

hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
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f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi; dan;

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam

lingkup bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan
pengelolaan Domain, penatalaksanaan dan pengawasan serta sistem
jaringan informatika. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi diberi tugas tambahan selaku coordinator kelomok jabatan
fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup
tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

e. pengoordinasian  penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi;

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi:
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h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

I. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
a. Sub Koordinator Pengelolaan Domain;
b. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan; dan

c. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika.

1) Sub Koordinator Pengelolaan Domain

Sub Koordinator Pengelolaan Domain mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup Pengelolaan Domain;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Pengelolaan
Domain;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
Pengelolaan Domain;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan
domain meliputi pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah
daerah kota;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise,pamantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup Pengelolaan Domain;

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan

Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:
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a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan

lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup
penatalaksanaan dan pengawasan;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
penatalaksanaan dan pengawasan;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan
dan pengawasan meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan
pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerabh;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup
bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika

Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup Sistem Jaringan Informatika;

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Sistem
Jaringan Informatika;

c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sistem
Jaringan Informatika;

e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup system jaringan
informatika meliputi pelaksanaan penyelenggaraan system jaringan
intra pemerintah daerah kota;

f) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pamantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan

pelaksanaan kebijakan system jaringan informatika;dan

I 14 A




—

RENJA

DISIPLIN KREATIE
INOVETIF SINERGS

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

IV. Bidang Layanan E-Government
Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub

bidang urusan tata kelola e-government, pengembangan ekosistem e-

government serta pengembangan aplikasi. Kepala Bidang Layanan E-

Government diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan

Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang layanan e-
government;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
dalam lingkup tugas bidang layanan e-government;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup
tugas bidang layanan e-government;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional bidang layanan e-government;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang layanan e-
government;

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang layanan
e-government;

g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas bidang layanan e-government;

h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan
e-government;

i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-
government; dan

j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bidang Layanan E-Government, dalam menyelenggarakan tugas

pokok dan fungsinya dibantu oleh::

a. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government;
b. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data; dan

c. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.

a. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas:

a) Menyiapakan kegiatan penyusunan perencanaan,program dan
kegiatan lingkup data Kelola E-Government;

b) Menyiapakan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup tata kelola
E-Government;

c) Menyiapakan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaa tugas lingkup tata
kelola E-Government;

e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola E-
Government; meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan
E-Government; dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem
penghubung layanan pemerintah serta pengelolaan Government Chief
Information Officer (GCIO);

f) Menyiapan kegiatan bimbingan teknis dan supevisi,pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola E-government; dan

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

b. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data
Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data mempunyai tugas:
a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan,program dan kegiatan
lingkup pengelolaan pusat data;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan
pusat data;

c) Menyiapan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;
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d) Menyiapakan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup

pengelolaaan pusat data;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan
pusat data meliputi pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana
induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan
pusat data pemerintah daerah kota, penyelenggaraan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah Kota, pengembangan dan
pengelolaan ekosistem kota cerdas dan kota cerdas serta monitoring,
evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi

Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan
kegiatan lingkup pengembangan aplikasi;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup
pengembangan aplikasi;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
pengembangan aplikasi;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan
aplikasi meliputi pelaksanaan sistem keamanan informasi, data dan
informasi elektronik, pengembangan aplikasi dan proses bisnis
pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan
pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
pemerintah daerabh;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan

pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi; dan
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g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya

V. Bidang Statistik Sektoral
Bidang Statistik Sektoral sebagai unsur lini yang dipimpin seorang

Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan
norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang
urusan pengumpulan dan analisis data, sumber daya statistik sektor serta
layanan dan penyebarluasan data. Kepala Bidang diberi tugas tambahan
selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup
tanggung jawabnya.

Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Statistik Sektoral;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup
tugas Bidang Statistik Sektoral;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional Bidang Statistik Sektoral;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Statistik
Sektoral;

g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral,

h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik
Sektoral;

i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral,
dan

J. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bidang Statistik Sektoral, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh:

a. Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data,;
b. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral; dan

c. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data.

a. Sub Koordinator Pengumpulan dan analisis Data

Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup pengumpulan dan analisis data;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengumpulan
dan analisis data,;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
pengumpulan dan analisis data;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan
analisis data meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
pengumpulan, pengolahan, analisis dan disemminasi data statistik
sektoral serta membangun metadata statistik sektoral;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan
kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup
bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data

Sub KOordinator Layanan dan Penyebarluasan Data mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup layanan dan penyebarluasan data;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan dan
penyebarluasan data;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan

dan penyebarluasan data;
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e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan

penyebarluasan data meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas

kelembagaan statistik sektoral serta penyelenggaraan otoritas statistik
sektoral di Daerah Kota;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan
kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral

Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup sumber daya statistik sektoral;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sumber daya
statistik sektoral;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sumber
daya statistik sektoral;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya
statistik sektoral meliputi peningkatan SDM Pemerintaha Daerah Kota
dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi serta
pengembangan infrastruktur;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan
kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup
bidang tugasnya.

VI. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai unsur lini yang
dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan
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pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi meliputi

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan
persandian, keamanan informasi serta layanan keamanan informasi.

Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok

Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional
dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup
tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi;

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi;

g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi;

i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi; dan

j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya
dibantu oleh:

a. Sub Koordinator Persandian;

b. Sub Koordinator Keamanan Informasi; dan

c. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi.
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a. Sub Koordinator Persandian

Sub Koordinator Persandian mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup persandian;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup persandian;kup
persandian;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
persandian;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian meliputi
pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah
Daerah Kota;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan
kebijakan lingkup persandian; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Keamanan Informasi

Sub Koordinator Keamanan Informasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup keamanan informasi;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keamanan
informasi;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup
keamanan informasi;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan
informasi meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola
keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah
Kota, pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kota
berbasis elektronik dan non elektronik
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f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan

kebijakan lingkup keamanan informasi; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup

bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi

Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
lingkup layanan keamanan informasi;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan
keamanan informasi;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung
jawabnya,;

d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan
keamanan informasi;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan
informasi meliputi pelaksanaan pelaksanaan analisis kebutuhan dan
pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah Daerah Kota
serta penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah Kota;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan
kebijakan lingkup layanan keamanan informasi; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup
bidang tugasnya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan
bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-
undangan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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c. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
d. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis,
kebutuhan, dan beban kerjanya.
Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan DKIS Kota Cirebon Tahun 2023

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang
telekomunikasi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota
Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 294);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-
2045;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 — 2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16.Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi
Telematika Indonesia;

17.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114); 19;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
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21.Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 202

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

23.Permendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

25.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan
Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

26.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;

27.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembentukan
dan susunan perangkat Daerah Kota Cirebon;

28.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangungan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045;

29.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;

30.Peraturan Wali Kota Cirebon No 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

31.Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman
operasional pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun

anggaran 2026. Renja ini menjadi dokumen perencanaan tahunan yang
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berfungsi menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Cirebon Tahun 2025-2029 ke dalam langkah-langkah yang lebih terukur
dan implementatif.

Selain itu, penyusunan Renja juga dimaksudkan untuk mewujudkan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengendalian pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika,
statistik, serta persandian. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2026.
1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan kebijakan, program, dan kegiatan RPJMD Kota Cirebon
Tahun 2025-2029 ke dalam rencana kerja tahunan yang terukur dan
selaras dengan prioritas pembangunan daerabh;

2. Menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan tahun
anggaran 2026;

3. Menyelaraskan arah kebijakan perangkat daerah dengan kebijakan
pembangunan nasional dan provinsi, khususnya dalam implementasi
Pemerintah Digital (Pemdi) dan Satu Data Indonesia;

4. Mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
sebagai penggerak transformasi digital daerah melalui peningkatan
kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi;

5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital guna mendukung
pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.

1.4. Sistematika Penyusunan
Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Renja DKIS Kota Cirebon
Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
Bab | Pendahuluan
1.1 Latar Belakang




Bab Il

Bab llI

Bab IV

Bab IV

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Evaluasi Pelaksanaan Renja DKIS Tahun Lalu:

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian
Renstra DKIS (Tabel 2.1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 2.2)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD (Tabel 2.3)

Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Tabel 4.1)

Penutup
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BAB Il
EVALUASI HASIL KINERJA RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025

Rencana Kerja DKIS Kota Cirebon adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis DKIS Kota Cirebon. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan—kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan
suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal
tersebut Rencana Kerja (RENJA) DKIS Kota Cirebon ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa
yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DKIS Kota Cirebon selama Tahun
2025 dan perkiraan target capaian Tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan

dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,
dengan buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
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Evaluasi Program Tahun 2024

No. Uraian Anggaran Realisasi

1. BELANJA OPERASI 18.750.077.493 17.238.372.054

2. BELANJA MODAL 514.169.151 499.505.600
TOTAL BELANJA 19.264.246.644 17.737.877.654

Dari jumlah dana tersebut, Belanja Operasi yang terdiri Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp 17.238.372.054 atau
sekitar 91,94% sedangkan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal
Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal
Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp
499.505.600 atau sekitar 97,15 Total realisasi keuangan Belanja Operasi dan
dan Belanja Modal adalah Rp 17.737.877.654atau sekitar 92,08%.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
yang direncanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1
(sebagaimana terlampir)

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2025 dengan
Anggaran  sebesar Rp. 23.055.133.314,00 namun dalam perjalanannya
dilakukan efesiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah Instruksi
Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2025 sehingga anggaran belanja DKIS Kota Cirebon
menjadi Rp.21.297.485.999,00 yang terealisasi sampai dengan Triwulan Il atau
Semester | sebesar Rp. 7.299.555.745,00 atau (34,27%). Program dan
kegiatan adalah sebagai pelaksanaan pada setiap program dan kegiatan
pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan bagi
SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan dan pengukuran tingkat

keberhasilannya, maka program dan kegiatan yang disusun Dinas Komunikasi
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Informatika dan Statistik tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) Program, 14 (Empat

Belas) Kegiatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Sub Kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2

(sebagaimana terlampir).

BELANJA DAERAH

1.1 BELANJA OPERASI : 18.883.794.021
1.1.1 BELANJA PEGAWAI : 9.731.387.577
1.1.2 BELANJA BARANG DAN

8.162.406.564
JASA
1.1.3 BELANJA HIBAH : 1.349.999.880
2.1 BELANJA MODAL : 2.413.691.978

2.1.1 BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN
2.1.2 BELANJA MODAL GEDUNG

1.712.652.636

DAN BANGUNAN 701.039.342
2.1.3 BELANJA MODAL ASET

TETAP LAINNYA 0
TOTAL BELANJA DAERAH : 21.297.485.999

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Cirebon tidak mempunyai SPM maka pada tabel ini tidak diisi.
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Tabel I1. 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Realisasi )
Target Renstra SKPD ) Proyeksi
Capaian
) SPM/standar Tahun Tahun Catatan
NO | Indikator . I KK | Tahun Tahun | Tahun | Tahun Tahun .
nasional Tahun ....| Analisis
(thn n- (thn n- (thn n+1
(thn n-2) ) (tnhn n) | (thn n+1|(thn n-2 1 (tnn n)

@) ) ©) @ O ) () ® © (10) | (11) (12) (13)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi DKIS
Isu-isu penting pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Cirebon sekaligus menjadi permasalahan antara lain sebagai berikut :
1. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi),
antara lain :
a. Masih terdapat Jaringan Intra yang menggunakan media akses wireless;
b. Masih terdapat layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi;
c. Penyebaran CCTV Cirebon Matahatiku belum merata;
d. Penyebaran free wifi masih belum merata dan sebagian besarnya masih
milik swasta.
2. Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan,
penyusunan program, evaluasi dan pengambilan kebijakan, antara lain :
a. Masih rendahnya keterisian data pada Portal Cirebon Satu Data;
b. Tidak adanya standar data dan metadata sehingga terjadi duplikasi data
yang tumpang tindih;
c. Masih kurangnya kualitas data yang diolah dan dikumpulkan karena belum
sesuai dengan prinsip satu data;
3. Belum optimalnya penyebarluasan publikasi secara terintegrasi, antara lain:
a. Perencanaan konten belum disusun secara optimal
b. Penyusunan konten video tidak dapat terselesaikan sesuai jadwal
4. Belum optimalnya keamanan data dan informasi serta penanganan insiden

keamanan informasi, antara lain :
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. Masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan yang bekerjasama dengan
Badan Siber dan Sandi Negara

. Kebutuhan aplikasi pendukung keamanan informasi belum berlisensi
Banyaknya Pengguna Sertifikat Elektronik yang Expired

. Masih masifnya insiden Keamanan Informasi

. Belum terlaksananya kegiatan Enkripsi Data

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Adapun capaian indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang
mengacu pada sasaran RPD DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
1. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi

Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan

Administrasi Pemerintahan dengan target 100% dan nilai pagu anggaran

murni sebesar Rp. 3.441.170.933 namun pada perjalanannya setalah ada

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian efisiensi

belanja sehingga pagu anggaran Program Aplikasi Informatika menjadi Rp.

2.874.977.084 terealisasi capaian target sebesar 100 % dan realisasi
anggaran sebesar Rp.73.684.401 (2,56%) dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
63.694.000 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat
Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.850.000 (Tiga Juta Delapan Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah) (6%) kegiatan yang telah dilaksanakan
Pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain SKPD lingkup Pemerintah
Daerah Kota Cirebon. Dan Pengawasan Penggunaan Pengelolaan Sub
Domain SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

- Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan 16 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
2.811.283.684 (Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Enam ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
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terealisasi sebesar Rp. 69.834.401 (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) (2,48%)
kegiatan yang telah dilaksanakan Diskusi Pembangunan CMS dengan IT
Genic, Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan
Mini Command Center DKIS dan penyelenggaraan Layanan Sistem
Informasi Kota Cerdas. Kegiatan yang dilakukan yaitu belanja honorarium
non ASN Operator Komputer Mini Command Center (MCC), Kolaborasi
Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil).
Kegiatan ini diikuti oleh anggota Relawan TIK dan anak yatim piatu yang
dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Ramadhan, Kegiatan
Rapat Evaluasi SIKOPER, Pemasangan perangkat router jaringan,
Konfigurasi perangkat jaringan dan Test bandwidth melalui jaringan

wireless dan Lan.

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 1 (satu) indikator, yaitu

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target 2,98 poin dan nilai pagu

anggaran murni sebesar Rp. 409.655.806 namun pada perjalanannya

setalah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian

efisiensi belanja sehingga pagu anggaran Program Penyelenggaraan

Statistik Sektoral menjadi Rp. 315.439.513 terealisasi capaian target 2,98

poin dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.062.900 (18,08%) dengan

rincian kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap
Sistem Statistik Nasional. Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan
Triwulan 1l meliputi penyelenggaraan rapat Rekonsiliasi Data Daerah
Dalam Angka Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan penyusunan Profil
Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 dengan nilai anggaran
Rp.111.020.579 terealisasi sebesar Rp. 46.332.900.

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
dengan nilai anggaran Rp. 80.427.889 terealisasi sebesar Rp. 4.230.000.
Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan 1l meliputi
honorarium pegawai Non ASN untuk jabatan Pengelola Data Geospasial

selama 6 (enam) bulan, pengadaan tas peserta kegiatan pelatihan dan
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baju taktikal bagi pegawai pada Bidang Statistik Sektoral, serta

pelaksanaan pelatihan pengolahan data.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan nilai
anggaran sebesar Rp. 104.138.498 terealisasi Rp. 4.500.000.
Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan [l meliputi
penyelenggaraan Desk e-Walidata dan pengadaan perangkat
pendukung pengolah data berupa UPS dan kamera digital.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan
Prinsip Satu Data Indonesia dengan nilai anggaran Rp. 11.468.861
Belum ada realisasi.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai
Standar dengan nilai anggaran Rp. 8.383.686 terealisasi sebesar Rp.
2.000.000. Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan I
meliputi penyelenggaraan rapat penentuan dan penetapan lokasi fokus
(lokus) penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
Tahun 2025, serta Sosialisasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun
2025.

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 1 (satu) indikator , yaitu
Indeks keterbukaan informasi publik dengan target 94 Poin. Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.632.367.460
namun pada perjalanannya setalah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 dilakukan penyesuaian efisiensi belanja sehingga pagu anggaran
Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp.4.170.707.202 terealisasi
sebesar Rp 1.426.746.960 atau 34,20 %. Dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :
- Pelaksanaan Media Gathering
- Forum Silaturahmi Pimpinan Redaksi
- Publikasi Festival Milm Kampung
- Kegiatan Pelayanan Informasi Publik telah dilaksanakan pekerjaan rapat

evaluasi layanan Cirebon siaga 112, SP4N LAPOR dan PPID
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- pemantauan isu publik pada media cetak dan media online yang

dilaksanakan setiap harinya

- Publikasi konten mengenai percepatan penurunan stunting di Kota
Cirebon mencakup infografis dan artikel edukatif

- Publikasi Media Cetak, Online dan Elektronik

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

memiliki 1 (satu) indikator Presentase Terselenggaranya Layanan

Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kota Cirebon 93% dan 2 (dua) kegiatan yaitu 1. Kegiatan Penyelenggaraan

Persandian dan  Pengamanan Informasi Pemerintah  Daerah

Kabupaten/Kota, 2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai pagu anggaran

sebesar Rp. 1.482.211.336 namun pada perjalanannya setalah ada Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian efisiensi belanja

sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 1.270.794.052 terealisasi sebesar

Rp.158.039.814 atau 12,43%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 4 (empat) sub kegiatan
dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 1.265.444.052,00 terealisasi
sebesar Rp 158.039.814,- pada Triwulan Il Tahun 2025 sub kegiatan
dimaksud adalah :

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
dengan kegiatan Audit Survailance ISO 27001:2022 yang akan
dilaksanakan pada Triwulan 11l

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan
Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sosialisasi SMKI, Audit Internal ISO
27001:2022 yang akan dilaksanakan pada Triwulan Il Tahun
Anggaran 2025.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
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seperti Tanda Tangan Elektronik (TTE), Pelaksanaan Layanan
Pentest

d. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan konsultasi dan pengecekan
persyaratan Sandi Data dari BSSN sebagai implementasi dari
penerapan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi pada aplikasi
SIMPEG milik Pemerintah Kota Cirebon. Kegiatan sandi data, atau
kriptografi, adalah suatu teknik untuk melindungi data dengan cara
mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami

oleh pihak yang tidak berwenang.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kota Cirebon sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota
Nomor 96 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon yang
merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik serta Persandian maka usulan program/ kegiatan pada

DKIS Kota Cirebon tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan-kebijakan  nasional ditetapkan dalam  kerangka
pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Dalam urusan komunikasi dan
informatika, DKIS Kota Cirebon memiliki tanggung jawab dalam memastikan
terselenggaranya komunikasi publik yang efektif serta ketersediaan
infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi
informasi menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta
mempercepat proses administrasi pemerintahan. Digitalisasi layanan publik
seperti e-Government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
serta pengelolaan media komunikasi pemerintah menjadi langkah strategis
dalam menjawab tantangan era digital.

Pada urusan statistik, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi
menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bertanggung jawab dalam
pengelolaan data statistik sektoral yang digunakan untuk mendukung
perencanaan pembangunan berbasis data (data-driven policy). Dengan
sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan pengambilan kebijakan dapat
dilakukan secara lebih objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, urusan persandian menjadi elemen penting dalam menjaga
keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah daerah. Ancaman
siber yang semakin kompleks menuntut penguatan sistem keamanan
informasi agar data pemerintahan tetap terjaga dari potensi kebocoran atau
penyalahgunaan. Oleh karena itu, implementasi teknologi keamanan digital
serta peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data menjadi
agenda prioritas dalam mendukung transformasi digital yang aman dan
terpercaya.

Adapun program nasional yang dilaksanakan DKIS Kota Cirebon
termasuk dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Program yang
dijalankan antara lain : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi
Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik
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Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi.

Program-program yang dijalankan oleh DKIS Kota Cirebon menjadi
dukungan kepada program nasional yaitu Transformasi Digital. Dengan
adanya sinergi antara urusan komunikasi informatika, urusan statistik, dan
urusan persandian, diharapkan transformasi digital di Kota Cirebon dapat
berjalan secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif akan
mampu  meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat
pembangunan daerah, serta memperkuat daya saing Kota Cirebon di era
digital.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital yang
efektif, transparan, dan berdaya saing, Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Kota Cirebon perlu memastikan bahwa setiap program dan
kebijakan yang dijalankan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.
Urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang dikelola tidak
hanya berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif dan substantif. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi berbasis
kinerja menjadi sangat penting dalam menilai sejauh mana efektivitas
implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung pembangunan daerah

yang berorientasi pada teknologi dan data.

3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Utama PD
Tujuan Strategis DKIS Kota Cirebon Tahun 2025-2029 diarahkan
untuk turut berkontribusi mencapai Visi Misi Wali Kota Cirebon yang
tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “ Terwujudnya Kota
Cirebon yang SETARA ( Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman)
berkelanjutan tahun 2029”
Misi yang dijalakan untuk mewujudkan visi tersebut Adalah :
(1) Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing: Menciptakan sumber
daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berkarakter.
(2) Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui

penguatan sektor unggulan daerah.
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(3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas
KKN dengan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik : Mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

(4) Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup
Berkelanjutan dan Berketahanan: Menciptakan lingkungan kota yang
berkelanjutan dan berketahanan.

(5) Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal: Meningkatkan
kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan
masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam
pembangunan.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DKIS Kota Cirebon dalam
melaksanakan manajemen ASN adalah Misi 3 yaitu “ Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN dengan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik”

Tujuan Misi ke 3 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang
transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang
berkualitas, sedangkan sasaran daripada misi ke 3 vyaitu Indeks SPBE
(Pemerintah Digital).

Beranjak dari Misi Ke Tiga , maka tujuan strategis tahun 2025-2029 yang
ditetapkan oleh DKIS Kota Cirebon adalah “Mewujudkan Transformasi
Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat
dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi”. Adapun sasaran strategis
dari tujuan dimaksud yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka
implementasi Pemerintah Digital (Pemdi);

2. Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun
perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;

4. Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerabh;

5. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan hubungan antara Penyesuaian Renstra Perangkat
Daerah DKIS Kota Cirebon dengan RPJMD kota Cirebon dapat dilihat pada
tabel 3.1 sebagai berikut :
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Tabel 3. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

RPJMD KOTA CIREBON 2025-2029 PENYESUAIAN RENSTRA DKIS 2025-2029

VISI

Terwujudnya Kota Cirebon yang
SETARA ( Sejahtera, Tertata,
Aspiratif, Religius, Aman)
berkelanjutan tahun 2029”

MISI 3

Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional dan
Bebas KKN dengan  Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

TUJUAN

Meningkatnya tata  kelola
pemerintahan yang transparan,
akuntabel, partisipatif, dan
berorientasi pada pelayanan publik
yang berkualitas

SASARAN TUJUAN

Terciptanya birokrasi yang bersih, | Mewujudkan transformasi layanan publik
efisien dan akuntabel berbasis digital didukung oleh layanan
statistik yang akurat dan andal serta

peningkatan keamanan informasi

SASARAN

1.1. Meningkatnya Layanan Teknologi
Informasi dan Komunikasi dalam
rangka implementasi Pemerintah
Digital (Pemdi)

1.2. Meningkatnya pengelolaan layanan
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informasi dan komunikasi publik

1.3. Meningkatnya penggunaan data
statistik sektoral dalam menyusun
perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah

1.4. Meningkatnya keamanan Informasi

Pemerintah Daerah

1.5. Meningkatnya kinerja

Penyelenggaraan Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN

1.1. Presentase Perangkat Daerah

(PD) yang memanfaatkan

Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam
menyelenggarakan Layanan

Publik dan Administrasi

Pemerintahan

1.2 Pemeringkatan Badan publik oleh

komisi informasi (skoring)

1.3 Indeks Pembangunan Statistik
(IPS)

1.4 Nilai Indeks Keamanan Informasi

1.5 Indeks Kematangan Organisasi

Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama DKIS Kota Cirebon

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
TUJUAN/SASARAN TUJUAN/SASARAN PADA
TAHUN KE-
Satuan 2026

(1) (2 3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya tata Nilai Indeks Pemerintah Poin 3,00

kelola Digital (Pemdi)

pemerintahan yang

transparan,

akuntabel,

partisipatif, dan

berorientasi pada
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
TUJUAN/SASARAN TUJUAN/SASARAN PADA
TAHUN KE-
Satuan 2026
@ @ ®3) 4 ®) (6)
pelayanan publik
yang berkualitas
1.1. Presentase Perangkat 1.1 Presentase Perangkat persen 100
Daerah (PD) yang Daerah (PD) yang
memanfaatkan memanfaatkan Teknologi
Teknologi Informasi Informasi dan Komunikasi
dan Komunikasi dalam dalam menyelenggarakan
menyelenggarakan Layanan Publik dan
Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan
Administrasi
Pemerintahan
1.2. Meningkatnya 1.2. Pemeringkatan Badan Poin 95
pengelolaan layanan publik oleh komisi informasi
informasi dan (skoring)
komunikasi publik
1.3 Meningkatnya 1.3 Indeks Pembangunan Poin 3,00
penggunaan data Statistik (IPS)
statistik sektoral dalam
menyusun
perencanaan dan
evaluasi pembangunan
daerah
1.4 Meningkatnya 1.4 Nilai Indeks Keamanan
keamanan Informasi Informasi
Pemerintah Daerah
15 Meningkatnya kinerja 15 Indeks Kematangan Poin 45
Penyelenggaraan Organisasi
Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah
Daerah (RPJMD)Kota Cirebon 2025-2029 serta didasarkan pada isu-isu

dan analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai

secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan tersebut adalah :
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Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan,

akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang
berkualitas
3.2.2 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh
DKIS Kota Cirebon adalah:
1. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi);
2. Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi
publik;
3. Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam
menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,;
4. Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan

5. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DKIS Kota

Cirebon Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 0o 2 o T

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan,
penyebaran lokasi program dan kegiatan pada DKIS Kota Cirebon serta
alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif

Tabel
Rekapitulasi Program, Kegiatan Dan Pagu Indikatif
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Cirebon Tahun 2026

No Bagian Urusan Non Urusan Urusan dan Non Urusan
Jumlah Pagu Jumlah Pagu Indikatif Jumlah Pagu Indikatif
Indikatif
Program | Kegiatan Program | Kegiatan Program | Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Dinas
Komunikasi 4 6 6.158.888.118 1 8 10.381.248.564 5 14 16.540.136.682
Informatika
dan Statistik
Kota Cirebon

Tabel 3. 3. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif DKIS 2026
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan DKIS Kota Cirebon Tahun 2026,
dapat dilihat pada Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan

Prakiraan Maju Tahun 2027 pada lampiran Tabel 4.1. (sebagaimana terlampir)
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dokumen ini merupakan bentuk
penyesuaian terhadap dinamika kondisi aktual, baik yang bersumber dari hasil
evaluasi kinerja, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, serta kebutuhan
masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian

yang semakin meningkat di era transformasi digital.

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan visi, misi,
dan arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon, serta memberikan kontribusi nyata
dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,
dan berbasis teknologi informasi. Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan
pembangunan bidang komunikasi dan informatika dapat lebih terarah, efisien, dan

adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Renja Perubahan ini juga menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi
selama tahun 2026, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun
pengawasan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan komitmen,
kolaborasi, dan koordinasi yang kuat antar bidang di lingkungan perangkat daerah

serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renja Perubahan ini diharapkan menjadi
dasar yang kuat dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang
berkelanjutan, khususnya di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan
persandian. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam
mencapai kinerja yang optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Kota Cirebon.
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Tabel 2. 1. Realisasi program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024

NO URUSAN/BIDANG ORGANISASI KEBIJAKAN URAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA TIN
URUSAN PERANGKAT KEGIATAN MENGATASI RE
DAERAH PERMASALAHAN
PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2.16 | Komunikasi dan Dinas RPD :
Informatika Komunikasi - Melaksanakan

Informatika manajemen dan

Dan Statistik layanan

Kota Cirebon Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)
- Menjadikan
website dan
media sosial
Pemda Kota
Cirebon sebagai
rujukan
utama dalam
mengakses
informasi
publik.
- Menjadikan

Cirebon Satu
Data sebagai
sumber data
utama dalam
penyusunan
perencanaan
dan evaluasi
Pembangunan
Daerah

- Melaksanakan
peningkatan
layanan
persandian dan
keamanan
informasi

- Meningkatkan 1. Program Penunjang Masukan :
sarana dan Urusan Pemerintahan
prasarana Daerah Kabupaten/Kota
pelayanan

- Meningkatkan
manajemen

o1




RENJA

e —

DISIPLI KREATIF
Sy smeacis

sumber daya

manusia
aparatur
- Meningkatan
manajemen
keuangan
- Dana Rp Rp
11.497.688.858,00 | 10.703.094.766,00
Hasil:
- indeks Kepuasan 80 Persen 86,6 persen
Masyarakat
1. Kegiatan Perencanaan, Masukan :
1 Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
- Dana Rp Rp
188.264.389,00 175.311.889,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen 7 Jenis 7 jenis
Perencanaan Perangkat
Daerah
1. sub kegiatan Penyusunan Masukan :
1. Dokumen Perencanaan
1 Perangkat Daerah
- Dana Rp Rp
13.996.875,00 12.297.200,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
1. sub kegiatan Koordinasi Masukan :
1. dan Peny usunan Dokumen
2 RKA-SKPD
- Dana Rp Rp
3.687.350,00 3.154.950,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen 1 dokumen
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
1. sub kegiatan Koordinasi Masukan :
1. dan Penyusunan Dokumen
3 Perubahan RKA- SKPD
- Dana Rp Rp
3.637.950,00 3.154.950,00
Keluaran :
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- Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

1 Dokumen

1 dokumen

Ll o

sub kegi atan Koordinasi
dan Penyusunan DPA-
SKPD

Masukan :

- Dana

Keluaran :

- Jumlah Dokumen DPA
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Rp
3.637.850,00

1 Dokumen

Rp
3.154.950,00

1 dokumen

apPeE

sub kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Masukan :

- Dana

Keluaran :

- Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Rp
3.637.850,00

1 Dokumen

Rp
3.154.950,00

1 dokumen

oPR P

sub kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Masukan :

- Dana

Rp
16.860.000,00

Rp
10.860.000,00

Keluaran :

- Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 Laporan

1 laporan

1.

sub kegiat an Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Masukan :
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- Dana Rp Rp
142.806.514,00 139.534.889,00
Keluaran :
- Jumlah Laporan Evaluasi 6 Laporan 6 laporan
Kinerja Perangkat Daerah
1. Kegiatan Administrasi Masukan :
2 Keuangan Perangkat
Daerah
- Dana Rp Rp
8.603.274.394,00 8.055.331.462,00
Keluaran :
- Dokumen Informasi 3 Jenis 3jenis
Keuangan prangkat
Daerah
1. sub kegiatan Penyediaan Masukan :
2. Gaji dan Tunjangan ASN
1
- Dana Rp Rp
8.595.049.294,00 8.047.106.362,00
Keluaran :
- Jumlah Orang yang 52 Orang/bulan 52 orang/bulan
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
1. sub kegiatan Koordinasi Masukan :
2. dan Penyusunan Laporan
2 Keuangan Akhir Tahun
SKPD
- Dana Rp Rp
2.993.000,00 2.993.000,00
Keluaran :
- Jumlah Laporan 1 Laporan 1laporan
Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
1. sub kegiatan Koordinasi Masukan :
2. dan Penyusunan Laporan
3 Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
- Dana Rp Rp
5.232.100,00 5.232.100,00
Keluaran :
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- Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD

12 Laporan

12 laporan

Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Masukan :

- Dana

Keluaran :

Rp

Rp

Terjadi
recofusing
anggaran
sehingga
kegiatan dan sub
kegiatan tidak
dilaksanakan

Akan
dianggarkan
kembali pada

tahun berikutnya

- Dokumen administrasi
barang milik daerah
pada Perangkat Daerah

0 jenis

0jenis

1.

sub kegiatan Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD

Masukan :

- Dana

Keluaran :

- Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Rp

0 Dokumen

Rp

0 dokumen

Terjadi recofusing
anggaran
sehingga kegiatan
dan sub kegiatan
tidak dilaksanakan

Akan dianggarkan
kembali pada
tahun berikutnya

Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Masukan :

- Dana

Keluaran :

- Dokumen Kepegawaian
aparatur daerah

Rp
55.198.100,00

2 paket

Rp
52.625.000,00

2 paket

[l el o

sub kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

Masukan :

- Dana

Keluaran :

Rp
55.198.100,00

Rp
52.625.000,00
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- Jumlah Paket Pakaian 2 paket 2 paket
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
1. Kegiatan Administrasi Masukan :
5 Umum Perangkat Daerah
- Dana Rp Rp
906.909.915,00 795.525.336,00
Keluaran :
- Dokumen Sarana dan 6 Jenis 6 jenis
prasarana perangkat
daerah
1. sub kegiatan Penyediaan Masukan :
5. Peralatan dan
1 Perlengkapan Kantor
- Dana Rp Rp
60.341.814,00 59.477.800,00
Keluaran :
- Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 paket
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1. s ub kegiatan Penyediaan Masukan :
5. Bahan Logistik Kantor
2
- Dana Rp Rp
4.629.600,00 4.500.000,00
Keluaran :
- Jumlah Paket Bahan 1 Paket 1 paket
Logistik Kantor yang
Disediakan
1. sub kegiatan Penyediaan Masukan :
5. Barang Cetakan dan
3 Penggandaan
- Dana Rp Rp
105.645.275,00 103.112.700,00
Keluaran :
- Jumlah Paket Barang 2 Paket 2 paket
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
1. sub kegiatan Penyediaan Masukan :
5. Bahan Bacaan dan
4 Peraturan Perundang-
undangan
- Dana Rp Rp

23.136.000,00

23.136.000,00
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Keluaran :
- Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 12 dokumen
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan
1. sub kegiatan Fasilitasi Masukan : Penyerapan Optimalisasi
5. Kunjungan Tamu Anggaran Sesuai penggunaan
5 Kebutuhan anggaran
- Dana Rp Rp
61.500.000,00 36.500.000,00
Keluaran :
- Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 laporan
Kunjungan Tamu
1. s ub kegiatan Masukan :
5. Penyelenggaraan Rapat
6 Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
- Dana Rp Rp
651.657.226,00 568.798.836,00
Keluaran :
Jumlah Laporan 12 Laporan 12 laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1. Kegiatan Pengadaan Masukan : Terjadi Akan
6 Barang Milik Daerah recofusing dianggarkan
Penunjang Urusan anggaran kembali pada
Pemerintah Daerah sehingga tahun berikutnya
kegiatan dan sub
kegiatan tidak
dilaksanakan
- Dana Rp Rp
Keluaran :
Dokumen pengadaan RpO 0
barang milik daerah
penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1. Sub kegiatan Pengadaan Masukan : Terjadi recofusing Akan dianggarkan
6. Mebel anggaran kembali pada
1 sehingga kegiatan tahun berikutnya

dan sub kegiatan
tidak dilaksanakan
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- Dana Rp Rp
Keluaran :
- Jumlah Paket Mebel yang RpO 0
Disediakan
1. sub kegiatan Pengadaan Masukan : Terjadi recofusing Akan dianggarkan
6. Sarana dan Prasarana anggaran kembali pada
2 Pendukung Gedung Kantor sehingga kegiatan tahun berikutnya
atau Bangunan Lainnya dan sub kegiatan
tidak dilaksanakan
- Dana Rp Rp
Keluaran :
Jumlah Unit Sarana dan RpO 0
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
1. Kegiatan Penyediaan Masukan :
7 Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Dana Rp Rp
997.137.425,00 932.529.879,00
Keluaran :
- Dokumen jasa 2 Jenis 2jenis
penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Masukan :
7. Jasa Komunikasi, Sumber
1 Daya Air dan Listrik
- Dana Rp Rp
388.344.000,00 326.342.729,00
Keluaran :
- Jumlah Laporan 12 Laporan 12 laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
1. Sub kegiatan Penyediaan Masukan :
7. Jasa Pelayanan Umum
2 Kantor
- Dana Rp Rp
608.793.425,00 606.187.150,00
Keluaran :
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- Jumlah Laporan 12 Laporan 12 laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
1. Kegiatan Pemeliharaan Masukan :
8 Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Dana Rp Rp
746.904.635,00 691.771.200,00
Keluaran :
- Dokumen Pemeliharaan 5 Jenis 5 jenis
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. sub kegiatan Penyediaan Masukan :
8. Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
- Dana Rp Rp
45.654.500,00 40.756.000,00
Keluaran :
- Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 unit
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1. sub kegiatan Penyediaan Masukan :
8. Jasa Pemeliharaan, Biaya
2 Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
- Dana Rp Rp
375.349.200,00 364.364.600,00
Keluaran :
- Jumlah Kendaraan Dinas 28 Unit 28 unit
Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1. sub kegiatan Masukan :
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi
3 Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya
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- Dana Rp Rp
166.684.135,00 164.314.600,00
Keluaran :
- Jumlah Gedung Kantor 4 Unit 4 unit
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1. sub kegiatan Masukan :
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi
4 Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
- Dana Rp Rp
101.872.800,00 82.886.000,00
Keluaran :
- Jumlah Sarana dan 13 Unit 13 unit
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1. sub kegiatan Masukan : Penyerapan Optimalisasi
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Anggaran Sesuai penggunaan
5 Sarana dan Prasarana Kebutuhan anggran
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
- Dana Rp Rp
57.344.000,00 39.450.000,00
Keluaran :
- Jumlah Sarana dan 54 Unit 54 unit
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Melakukan 2. Program Informasi dan Masukan :
layanan Komunikasi Publik
informasi dan
komunikasi
publik
kepada
masyarakat

yang efektif dan
efisien serta
Melakukan
penyebarluasan
informasi
pembangunan
dan
pemerintahan
kepada
masyarakat
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- Dana Rp Rp
3.388.304.358,00 3.043.366.094,00
Hasil
Presentase masyarakat 87 Persen 87 persen
yang menjadi sasaran
penyebaran informasi
publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintahan daerah
2. Kegiatan Pengelolaan Masukan :
1 Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
3.388.304.358,00 3.043.366.094,00
Keluaran :
- Dokumen pengelolaan 13 Dokumen 13 dokumen
informasi dan
komunikasi publik
pemerintah daerah
kabupaten/kota
2. Sub Kegiatan Perumusan Masukan :
1. Kebijakan Teknis Bidang
1 Informasi dan Komunikasi
Publik
- Dana Rp Rp
5.774.500,00 5.774.500,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 dokumen
Perumusan Kebijakan
Teknis Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik
2. Sub Kegiatan Monitoring Masukan :
1. Opini dan Aspirasi Publik
2
- Dana Rp Rp
63.898.266,00 63.898.266,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen Hasil 16 dokumen 16 dokumen
Monitoring Opini dan
Aspirasi Publik
2. Sub Kegiatan Monitoring Masukan :
1. Informasi dan Penetapan
3 Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah
Daerah
- Dana Rp Rp
5.774.500,00 5.774.500,00
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Keluaran :

- Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring Informasi dan
Penetapan Agenda
Prioritas Komunikasi
Pemerintah Daerah

1 Dokumen

1 dokumen

aEN

Sub Kegiatan Pengelolaan
Konten dan Perencanaan
Media Komunikasi Publik

Masukan :

- Dana

Keluaran :

- Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Konten dan
Perencanaan Media
Komunikasi Publik

Rp
107.906.506,00

12 Dokumen

Rp
107.906.506,00

12 dokumen

aREnN

Sub Kegiatan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik

Masukan :

- Dana

Keluaran :

- Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik

Rp
977.756.872,00

12 Dokumen

Rp
727.756.872,00

12 dokumen

o RN

Sub Kegiatan Pelayanan
Informasi Publik

Masukan :

- Dana

Keluaran :

Rp
354.738.884,00

Rp
354.738.884,00

- Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Informasi
Publik

12 Dokumen

12 dokumen

® PN

Sub Kegiatan Kemitraan
dengan Pemangku
Kepentingan

Masukan :

- Dana

Keluaran :

- Jumlah Dokumen
Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan

Rp
317.219.775,00

1 Dokumen

Rp
317.219.775,00

1 Dokumen

©ornN

Sub Kegiatan Manajemen
Komunikasi Krisis

Masukan :
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- Dana
Keluaran : Rp Rp
18.904.850,00 18.904.850,00
- Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan Manajemen
Komunikasi Krisis
2. Sub Kegiatan Penguatan Masukan :
1. Kapasitas Sumber Daya
10 Komunikasi Publik
- Dana Rp Rp
20.684.500,00 12.684.500,00
Keluaran :
- Terpenuhinya Sumber 111 Orang 111 orang
Daya Komunikasi Publik
yang Kompeten
2. Sub Kegiatan Penguatan Masukan :
1. Tata Kelola Komisi
11 Informasi di Daerah
- Dana Rp Rp
1.299.999.880,00 1.214.112.416,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 dokumen
Penguatan Tata Kelola
Komisi Informasi di
Daerah
2. Sub Kegiatan Masukan :
1. Penyelenggaraan
12 hubungan masyarakat
media dan kemitraan
komunitas
- Dana Rp Rp
215.645.825,00 214.595.025,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

kemitraan dengan
masyarakat, media dan
komunitas dalam
mendiseminasikan
informasi program atau
kebijakan
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Melaksanakan
layanan
infrastruktur
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi yang
handal dan
sesuai
kebutuhan

3

Program Aplikasi
Informatika

Masukan :

Dana

Hasil :

Persentase layanan
publik dan administrasi
pemerintahan yang
diselenggarakan secara
elektronik dan
terintegrasi

Presentase perangkat
daerah (PD) yang
terhubung dengan akses
internet yang disediakan
oleh DKIS

Rp
3.197.164.490,00

38 Persen

100 Persen

Rp
2.924.424.874,00

38 persen

100 persen

Kegiatan Pengelolaan
Nama Domain yang telah
Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan
Sub Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Masukan :

Dana

Outcome

Tersedianya koneksi
jaringan intranet di
seluruh perangkat
daerah (32 PD dan 22
kelurahan)

Rp
1.714.034.798,00

32 Perangkat
Daerah

Rp
1.683.703.198,00

32 perangkat
daerah

Ll ol

Sub Kegaiatan Pendaftaran
Nama Domain Pemerintah
Kabupaten/Kota

Masukan :

Dana

Keluaran

Rp
50.505.000,00

Rp
49.255.000,00

Jumlah Pendaftaran
Nama

Domain Pemerintah
Kabupaten/Kota

3 Domain

3 domain
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3. Sub Kegaiatan Masukan : Penyerapan Optimalisasi
1. Penatalaksanaan dan Anggaran Sesuai penggunaan
2 Pengawasan Nama Domain Kebutuhan anggran
dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
53.264.000,00 36.624.000,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen
Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama
Domain dan Sub Domain
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
3. Sub Kegaiatan Masukan : S
1. Penyelenggaraan Sistem m
3 Jaringan Intra Pemerintah I
Daerah Men:
un
pre
t
fasil
dis
C
del
Sure
S
inte
me
rua
d
ke
cire
Se
Wal
Tah
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(
Inste
\
\
Cirel
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ade
eval
da
CCT
Pen
C

dile
DKI

Pen
Kot

MA
Peny
ar
di
Ding

pers

Swe

Keluaran :

Rp
1.610.265.798,00

54 Unit

Rp
1.597.824.198,00

54 unit

Melaksanakan
penyelenggaraan
pendukung
penerapan SPBE
di Pemerintah
Daerah Kota
Cirebon

Kegiatan Pengelolaan e-
government Di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Masukan :

- Dana

Keluaran :

Rp
1.483.129.692,00

Rp
1.240.721.676,00

- Jumlah Sistem
elektronik yang
terintegrasi dalam portal
layanan SPBE (layanan
publik dan layanan
administrasi
pemerintah)

3 layanan

3 layanan
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3. Sub Kegiatan Masukan : Penyerapan Optimalisasi
2. Penatalaksanaan dan Anggaran Sesuai penggunaan
1 Pengawasan e-government Kebutuhan anggran
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
44.496.625,00 20.167.750,00
Keluaran :
" Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1dokumen
Penatalaksanaan dan
Pengawasan E -
Government dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Sinkronisasi Masukan : Penyerapan Optimalisasi
2. Pengelolaan Rencana Anggaran Sesuai penggunaan
2 Induk dan Anggaran Kebutuhan anggran
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
- Dana Rp Rp
4.999.150,00 -
Keluaran :
- Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0 dokumen
Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik
3. Sub Kegaiatan Pengelolaan | Masukan :
2. Pusat Data Pemerintahan
3 Daerah
- Dana Rp Rp
341.865.916,00 325.230.000,00
Keluaran :
Jumlah Pusat Data 1 Unit 1 unit
Pemerintahan Daerah
yang Dikelola
3. Sub Kegaiatan Masukan : Penyerapan optimalisasi
2. Penyelenggaraan Sistem Anggaran Sesuai penggunaan
4 Komunikasi Intra Kebutuhan anggran yang
Pemerintah Daerah terealisasi
- Dana Rp Rp
4.999.150,00 -
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Keluaran :
- . 1 Dokumen 0 dokumen
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Sistem
Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah
3. Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan : Penyerapan optimalisasi
2. dan Sinkronisasi Sistem Anggaran Sesuai penggunaan
5 Keamanan Informasi Kebutuhan anggran yang
terealisasi
- Dana Rp Rp
10.000.000,00 -
Keluaran :
- Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0 dokumen
Koordinasi dan
Sinkronisasi Sistem
Keamanan Informasi
3. Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan : Penyerapan optimalisasi
2. dan Sinkronisasi Data dan Anggaran Sesuai penggunaan
6 Informasi Elektronik Kebutuhan anggran yang
terealisasi
- Dana Rp Rp
10.000.000,00 -
Keluaran :
- Jumlah Perangkat Daerah 2 Perangkat 0 perangkat
yang Menerapkan Daerah daerah
Koordinasi dan
Sinkronisasi Data dan
Informasi Elektronik
3. Sub Kegaiatan Masukan : Pembatasan Akan diusulkan
2. Pengembangan Aplikasi pencairan GU, tahun berikutnya
7 dan Proses Bisnis untuk efisiensi sesuai kebutuhan
Pemerintahan Berbasis anggaran
Elektronik
- Dana Rp Rp
256.300.048,00 155.114.548,00
Keluaran :
- Jumlah Aplikasi dan 5 Unit 5 unit
Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang
Dikembangkan
3. Sub Kegaiatan Masukan : Pembatasan Akan diusulkan
2. Penyelenggaraan Sistem pencairan GU, tahun berikutnya
8 Penghubung Layanan untuk efisiensi sesuai kebutuhan
Pemerintah anggaran
- Dana Rp Rp
Keluaran :
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- Jumlah Layanan Publik 0 Layanan 0 layanan
yang Terhubung dengan
Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Daerah
3. Sub Kegaiatan Masukan :
2. Pengembangan dan
9 Pengelolaan Ekosistem
Kabupaten/Kota Cerdas
dan Kota Cerdas
- Dana Rp Rp
558.973.803,00 542.415.978,00
Keluaran :
- Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Program Inovasi yang
Diimplementasikan Sesuai
dengan Masterplan Smart
City
3. Sub Kegaiatan Masukan :
2. Pengembangan dan
10  Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah
- Dana Rp Rp
240.000.000,00 186.298.400,00
Keluaran :
 jumlah Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber
Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah
3. Sub Kegaiatan Pengelolaan | Masukan :
2. Government Chief
11 Information Officer (GCIO)
- Dana Rp Rp
4.997.500,00 4.997.500,00
Keluaran :
1 dokumen 1 dokumen

Laporan Pengelolaan
Government Chief
Information Officer (GCIO)
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3. Sub Kegiatan Monitoring, Masukan :
2. evaluasi dan pelaporan
12 Pengembangan Ekosistem
SPBE
- Dana Rp Rp
6.497.500,00 6.497.500,00
Keluaran :
- Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Pengembangan
Ekosistem SPBE
2.20 STATISTIK Renstra : - 4 Program Masukan :
Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik
peningkatan Sektoral
kualitas dan
kuantitas
layanan data
statistik sektoral
kepada
stakeholder
berbasis
teknologi,
informasi dan
komunikasi
- Dana Rp Rp
398.877.203,00 322.691.185,00
Hasil :
100 Persen 100 persen
Presentase
penyelenggaraan
statistik sektoral
4. Kegiatan Masukan :
1 Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
398.877.203,00 322.691.185,00
Keluaran :
- Dokumen hasil kegiatan 4 Dokumen 4 dokumen
statistik sektoral (profil,
analisis data statistik
sosial dan ekonomi,
metadata)
4, Sub Kegiatan Koordinasi Masukan : Pembatasan Akan diusulkan
1. dan Sinkronisasi pencairan GU, tahun berikutnya
1 Pengumpulan, Pengolahan, untuk efisiensi sesuai kebutuhan
Analisis dan Diseminasi anggaran
Data Statistik Sektoral
- Dana Rp Rp
185.944.804,00 113.148.786,00
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Keluaran:

- Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik
Sektoral

3 Dokumen

2 dokumen

N A

Sub Kegiatan Peningkatan
kapasitas SDM Pemerintah
Daerah dalam Peningkatan
Mutu Statistik Daerah yang
Terintegrasi

Masukan :

- Dana

Keluaran :

Rp
46.940.950,00

Rp
46.940.950,00

- Jumlah SDM yang
Meningkat Kapasitasnya
dalam Peningkatan Mutu
Statistik Daerah yang
Terintegrasi

84 Orang

84 Orang

WA

Sub Kegiatan Membangun
Metadata Statistik Sektoral

Masukan :

- Dana
Keluaran :

Jumlah Metadata Statistik
Sektoral yang Dihimpun

Rp
18.475.975,00

1 Dokumen

Rp
18.475.975,00

1 dokumen

Al

Sub KegiatanPeningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Statistik Sektoral

Masukan :

Keluaran :

Jumlah Perangkat Daerah
yang Mendapat Pelatihan
Statistik Sektoral dari BPS

Rp
11.779.650,00

32 Orang

Rp
11.529.650,00

32 orang

Sl

Sub Kegiatan
Pengembangan
Infrastruktur

Masukan :

- Dana

Keluaran :

Jumlah Infrastruktur
Statistik

Rp
52.032.449,00

1 Unit

Rp
51.892.449,00

1 unit
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4. Sub Kegiatan Masukan :
1. Penyelenggaraan Otorisasi
6 Statistik Sektoral di Daerah
- Dana Rp Rp
83.703.375,00 80.703.375,00
Keluaran :
Jumlah Data Statistik 1 Dokumen 1 dokumen
Sektoral yang Dihimpun
2.21 PERSANDIAN Renstra : 5 Program Masukan :
Mewujudkan tata Penyelenggaraan
kelola Persandian untuk
manajemen Pengamanan Informasi
persandian dan
keamanan
informasi yang
efektif dalam
mendukung
terselenggaranya
SPBE
- Dana Rp Rp
782.211.735,00 744.300.735,00
Hasil
Persentase 86 Persen 80 persen
terselenggaranya
layanan persandian dan
keamanan informasi di
lingkungan pemerintah
daerah kota cirebon
5. Kegiatan Masukan :
1 Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
715.320.211,00 677.409.211,00
Keluaran :
Jumlah Layanan 13 Layanan 12 layanan
persandian dan
keamanan informasi di
pemerintah daerah kota
cirebon
5. Sub Kegiatan Penetapan Masukan :
1. Kebijakan Tata Kelola
1 Keamanan Informasi dan
Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
198.866.500,00 173.564.500,00
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Keluaran :
- Jumlah Kebijakan Tata 1Dokumen 1 Dokumen
Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring
Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang
Ditetapkan
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Masukan :
1. Analisis Kebutuhan dan
2 Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
315.940.800,00 314.190.800,00
Keluaran :
- Jumlah Laporan Analisis 3 Laporan 3Laporan
Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber
Daya
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Masukan :
1. Keamanan Informasi
3 Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non
Elektronik
- Dana Rp Rp
36.009.200,00 32.045.200,00
Keluaran :
- Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan
Non Elektronik
5. Sub Kegiatan Penyediaan Masukan :
1. Layanan Keamanan
4 Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
164.503.711,00 157.608.711,00
Keluaran :
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- Jumlah Perangkat Daerah

32 Perangkat

32 perangkat

yang Telah Menggunakan Daerah daerah
Layanan Keamanan
Informasi
5. Kegiatan Penetapan Pola Masukan :
2 Hubungan Komunikasi
Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
66.891.524,00 66.891.524,00
Keluaran :
- Jumlah pemanfaatan 1 Layanan 1 layanan
layanan hubungan
komunikasi sandiantar
perangkat daerah
5. Sub Kegiatan Masukan :
2. Operasionalisasi Jaring
1 Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Dana Rp Rp
66.891.524,00 66.891.524,00
Keluaran :

- Jumlah Perangkat Daerah
yang Terhubung dalam
Jaring Komunikasi Sandi

32 Perangkat
Daerah

32 perangkat
daerah

Rp19.264.246.644

Rp17.737.877.654
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Tabel 2. 2. Evaluasi pelaksanaan Rencanaa Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

ORGANISASI
PERANGKAT URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ N
DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN Target Realisasi PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
PELAKSANA
2 3 5 6 7 8 24 25
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Komunikasi Dinas Komunikasi
dan Informatika Dan 1 PROGRAM PENUNJANG Masukan :
Informatika Statistik Kota ' asukan :
Cirebon URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH - Dana Rp Rp
KABUPATEN/KOTA 12.665.568.148 5.584.021.670
Outcome:
- indeks Kepuasan Masyarakat 80 Persen 84,26 persen
1.1 Kegiatan Perencanaan, Masukan :
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah - Dana Rp Rp
71.107.330 55.454.300
Ouput :
- Jumlah Dokumen 7 jenis 2 jenis
Perencanaan Perangkat
Daerah
1.11 sub kegiatan Penyusunan Masukan :
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah - Dana Rp Rp
7.242.220 4.000.000
Ouput :
- Jumlah Dokumen 5 Dokumen 2 dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
112 sub kegiatan Koordinasi dan Masukan :
:;:é usunan Dokumen RKA- - Dana Rp Rp
1.898.324 -
Ouput :
- Jumlah Dokumen RKA SKPD dan 1 Dokumen 0 dokumen

Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
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ORGANISASI
PERANGKAT
DAERAH
PELAKSANA

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

Target

Realisasi

PERMASALAHAN

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5

24

25

1.1.3 sub kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA- SKPD

Masukan :
- Dana

Rp
1.898.324

Rp

Ouput :

- Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

1 Dokumen

0 dokumen

114 sub kegi atan Koordinasi
dan Penyusunan DPA-SKPD

Masukan :

- Dana

Ouput :

- Jumlah Dokumen DPA SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Rp
1.898.324

1 Dokumen

Rp

0 dokumen

1.15 sub kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

Masukan :
- Dana

Ouput :

- Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Rp
1.898.324

1 Dokumen

Rp

0 dokumen

1.1.6 sub kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Masukan :

- Dana

Ouput :

- Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Rp
7.711.620

1 Laporan

Rp
5.605.000

1 laporan

1.1.7

Masukan :
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ORGANISASI
PE[?'AAENRGAEAT URAIAN PRO?(EQ:\:4§§GIATAN/ sus INDIKATOESBRng;AAI\_I{I;L(EGIATAN/ Target Realisasi PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
PELAKSANA
2 3 5 6 7 8 24 25
- Dana Rp Rp
48.560.194 45.849.300
sub kegiat an Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Ouput:
- Jumlah Laporan Evaluasi 6 Laporan 2 laporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.2 Kegiatan Administrasi Masukan :
Keuangan Perangkat - Dana Rp Rp
Daerah 9.374.996.521 4.759.688.775
Ouput :
- Dokumen Informasi Keuangan 3 Jenis 0 jenis
prangkat Daerah
1.21 sub kegiatan Penyediaan Masukan :
Gaji dan Tunjangan ASN
- Dana Rp Rp
9.371.387.577 4.759.688.775
Ouput :

- Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

52 Orang/bulan

52 orang/bulan

1.2.2 sub kegiatan Koordinasi dan | Masukan :
Penyusunan Laporan - Dana Rp Rp
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.276.800 -
Ouput :
- Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 0 laporan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
123 sub kegiatan Koordinasi Masukan :
dan Penyusunan Laporan - Dana Rp Rp
Keuangan 2.332.144 :
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD Ouput:
- Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 0 laporan

Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
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PERANGKAT URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ N
DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN Target Realisasi PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
PELAKSANA
2 3 5 6 7 8 24 25
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
13 Kegiatan Administrasi Masukan :
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
- Dana Rp Rp
Ouput :
- Dokumen administrasi barang 0 jenis 0 jenis
milik daerah pada Perangkat
Daerah
131 sub kegiatan Pengamanan Masukan :
Barang Milik Daerah SKPD - Dana Rp Rp
Ouput :
- Jumlah Dokumen 0 dokumen
Pengamanan Barang Milik 0 Dokumen
Daerah SKPD
1.4 Kegiatan Administrasi Masukan :
Kepegawaian Perangkat
Daerah - Dana Rp Rp
Ouput :
- Dokumen Kepegawaian 0 0
aparatur daerah
141 sub kegiatan Pengadaan Masukan :
Pak.alan Dinas Beserta - Dana Rp Rp
Atribut Kelengkapannya R R
Ouput :
- Jumlah Paket Pakaian 0 0
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
1.5 Kegiatan Administrasi Masukan :
V] P kat D h
mum Perangkat Daera . Dana Rp Rp
621.915.660 188.286.150
Ouput :
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ORGANISASI
PERANGKAT URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ L
DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN Target Realisasi PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
PELAKSANA
2 3 5 6 7 8 24 25
- Dokumen Sarana dan 6 Jenis 6 jenis
prasarana perangkat daerah
151 sub kegiatan Penyediaan Masukan :
Peralatan dan Perlengkapan . Dana Rp Rp
Kantor 61.011.875 56.627.950
Ouput :
- Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 paket
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1.5.2 s ub kegiatan Penyediaan Masukan :
Bahan Logistik Kantor - Dana Rp Rp
4.478.502 900.000
Ouput :
- Jumlah Paket Bahan 1 Paket 1 paket
Logistik Kantor yang
Disediakan
1.5.3 sub kegiatan Penyediaan Masukan :
Barang Cetakan dan - Dana Rp Rp
Penggandaan 123.365.900 38.002.500
Ouput :
- Jumlah Paket Barang 2 Paket 1 paket
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
1.5.4 sub kegiatan Penyediaan Masukan :
Bahan Bacaan dan - Dana Rp Rp
Peraturan Perundang- 23.928.000 7.976.000
undangan Ouput :
- Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 6 dokumen

Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

1.5.5

Masukan :

79




=

e

RENJA

DISIPLI KREATIF
Sy smeacis

ORGANISASI
PE[?'AAENRGAEAT URAIAN PROiEqu_K;GlATAN/ sus INDIKATOESBRng;AAI\_:;L(EGIATAN/ Target Realisasi PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
PELAKSANA
2 3 5 6 7 8 24 25
- Dana Rp Rp
30.000.000 6.500.000
sub kegiatan Fasilitasi Ouput :
Kunjungan Tamu
- Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 6 laporan
Kunjungan Tamu
1.5.6 s ub kegiatan Masukan :
Penyelenggaraan Rapat - Dana Rp Rp
Koordinasi dan Konsultasi 379.131.383 78.279.700
SKPD Ouput :
Jumlah Laporan 12 Laporan 6 laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.6 Kegiatan Pengadaan Masukan :
Barang Milik Daerah - Dana Rp Rp
Penunjang Urusan 26.585.575 -
Pemerintah Daerah Ouput :
Dokumen pengadaan barang 4 unit 0
milik daerah penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.6.1 sub kegiatan Pengadaan Masukan :
Sarana dan Prasarana - Dana Rp Rp
Pendukung Gedung Kantor 26.585.575 -
atau Bangunan Lainnya Ouput :
Jumlah Unit Sarana dan 4 unit 0
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Masukan :
Penunjang Urusan . Dana Rp Rp
Pemerintahan Daerah 1.137.165.420 347.157.765
Ouput :
- Dokumen jasa penunjang 2 Jenis 2 jenis
Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Masukan :
Jasa Komunikasi, Sumber - Dana Rp Rp
Daya Air dan Listrik 434.101.000 113.839.765
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Ouput :
- Jumlah Laporan 12 Laporan 6 laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
1.7.2 Sub kegiatan Penyediaan Masukan :
Jasa Pelayanan Umum
Kantor - Dana Rp Rp
703.064.420 233.318.000
Ouput :
- Jumlah Laporan 12 Laporan 6 laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
1.8 Kegiatan Pemeliharaan Masukan :
Barang Milik Daerah -  Dana Rp Rp
Penunjang Urusan 1.433.797.642 233.434.680
Pemerintahan Daerah Ouput :
- Dokumen Pemeliharaan Barang 5 Jenis 4 jenis
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.8.1 sub kegiatan Penyediaan Masukan :
Jasa Pemeliharaan, Biaya - Dana Rp Rp
Pemeliharaan dan Pajak 71.161.000 7.740.000
Kendaraan Perorangan )
Dinas atau Kendaraan Dinas Ouput::
Jabatan - Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 unit
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1.8.2 sub kegiatan Penyediaan Masukan :
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan - Dana Rp Rp
Perizinan Kendaraan Dinas 388.261.000 143.314.200
Operasional atau Lapangan Ouput :
- Jumlah Kendaraan Dinas 28 Unit 12 unit
Operasional atau
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Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1.83 sub kegiatan Masukan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi - Dana Rp Rp
Gedung Kantor dan 770.862.918 _
Bangunan Lainnya Ouput :
- Jumlah Gedung Kantor 4 Unit 0 unit
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1.8.4 sub kegiatan Masukan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana - Dana Rp Rp
Gedung Kantor atau 98.894.724 66.229.680
Bangunan Lainnya Ouput :
- Jumlah Sarana dan 13 Unit 13 unit
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1.85 sub kegiatan Masukan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi - Dana Rp Rp
Sarana dan Prasarana 104.618.000 16.150.800
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya Ouput :
- Jumlah Sarana dan 54 Unit 20 unit
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
2, PROGRAM INFORMASI Masukan :
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- Dana Rp Rp
4.170.707.202 1.426.746.960
Outcome

Presentase masyarakat yang
menjadi sasaran penyebaran
informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program prioritas

87 Persen

46,27 persen
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pemerintah dan pemerintahan
daerah
2.1 Kegiatan Pengelolaan Masukan :
Informasi dan Komunikasi Dana Rp Rp
Publik Pemerintah Daerah 4.170.707.202 1.426.746.960
Kabupaten/Kota
Ouput :
- Dokumen pengelolaan 13 Dokumen 8 dokumen
informasi dan komunikasi
publik pemerintah daerah
kabupaten/kota
2.11 Sub Kegiatan Relasi Media Masukan :
- Dana Rp Rp
248.895.625 178.697.000
Ouput :
- Jumlah aktivitas relasi media 1 Laporan 1 Laporan
kepada media yang memenuhi
kriteria sebagai berikut: 1.
terverifikasi dewan pers, dan 2.
terdaftar di Dinas Kominfo, dan
3. aktif dalam kegiatan relasi
media
2.1.2 Sub Kegiatan Kemitraan Masukan :
it | - o . %
Y 142.318.702 12.348.320
Masyarakat
Ouput :

- Jumlah Komunitas Informasi
yang aktif mendiseminasikan
informasi dan terdaftar di Dinas

22 Komunitas

22 Komunitas

Kominfo
2.13 Sub Kegiatan Dukungan Masukan :
Administratif, Keuangan, - Dana Rp Rp
dan Tata Kelola Komisi 1.299.999.880 632.884.640
Informasi di Daerah dalam
Rangka Penyelesaian Ouput::
Sengketa Informasi Publik - Jumlah laporan Dukungan 1 laporan 1 laporan

Administratif, Keuangan, dan
Tata Kelola Komisi Informasi di
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Daerah yang akuntabel serta
disampaikan kepada
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
214 Sub Kegiatan Pelayanan Masukan :
Informasi Publik - Dana Rp Rp
667.285.080 96.642.000
Ouput :

- Jumlah permohonan Informasi
Publik yang diselesaikan sesuai
peraturan perundangan

185 Permohonan

101 Permohonan

2.15 Sub Kegiatan Sosialisasi Masukan :
Peraturan Bidang Informasi - Dana Rp Rp
dan Komunikasi Publik 2.261.315 2.000.000
Ouput :
- Persentase khalayak sasaran 100 Persen 100 Persen
yang terpapar informasi terkait
peraturan bidang informasi dan
komunikasi publik
2.1.6 Sub Kegiatan Monitoring Masukan :
Informasi Kebijakan, Opini,
dan Aspirasi Publik - Dana Rp Rp
32.494.900 8.944.000
Ouput : )

- Jumlah rekomendasi komunikasi
terhadap isu publik yang
berkembang dan usulan agenda
komunikasi prioritas Pemerintah

12 Rekomendasi

6 Rekomendasi

Daerah
2.1.7 Sub Kegiatan Diseminasi Masukan :
Informasi
- Dana Rp Rp
365.043.900 94.554.000
Ouput :
- Persentase khalayak yang 70 Persen 46,27 Persen
terpapar informasi publik
2.1.8 Sub Kegiatan Pengelolaan Masukan :
Media Komunikasi Publik - Dana Rp Rp
1.224.698.840 249.196.000
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Ouput :
- Jumlah media komunikasi publik 73 Media 73 Media
milik pemerintah daerah yang
dikelola maupun pemanfaatan
media berbayar sesuai
kriteria/juknis
2.19 Sub Kegiatan Penyusunan Masukan :
Strategi Komunikasi Publik - Dana Rp Rp
10.324.660 4.800.000
Ouput :
- Jumlah Strategi Komunikasi 12 Dokumen 6 Dokumen
Publik yang disusun
2.1.10  Sub Kegiatan Penyusunan Masukan :
Konten - Dana Rp Rp
165.569.000 146.681.000
Ouput :
- Jumlah Konten Informasi Publik 365 Konten 160 Konten
2.1.11  Sub Kegiatan Penguatan Masukan :
o e 2 | - o v v
nust untkast Fubl 11.815.300 -
Ouput :
- Jumlah ASN bidang komunikasi 64 Orang 0 Orang
publik yang difasilitasi mengikuti
bimtek/pelatihan
3 PROGRAM APLIKASI Masukan :
INFORMATIKA R Dana Rp Rp
2.874.977.084 73.684.401
Outcome
- Persentase layanan publik dan 38 Persen 38 persen
administrasi pemerintahan yang
diselenggarakan secara
elektronik dan terintegrasi
- Presentase perangkat daerah 100 Persen 100 persen

(PD) yang terhubung dengan
akses internet yang disediakan
oleh DKIS
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3.1 Kegiatan Pengelolaan Masukan :
Nama Domain yang telah - Dana Rp Rp
Ditetapkan oleh 63.694.000 3.850.000
Pemerintah Pusat dan Sub
Domain di Lingkup Outcome
Pemerintah Daerah - Tersedianya koneksi jaringan 32 Perangkat 32 perangkat daerah
Kabupaten/Kota intranet di seluruh perangkat Daerah
daerah (32 PD dan 22
kelurahan)
3.1.1 Sub Kegaiatan Pengelolaan Masukan :
Nama Domain yang Telah Dana Rp Rp
Ditetapkan oleh Pemerintah 63.694.000 3.850.000
Pusat dan Sub
Domain di Lingkup Output
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen
Nama Domain dan Sub Domain
Pemerintah Daerah serta
Domain Pemerintah Desa
3.2 Kegiatan Pengelolaan e- Masukan :
government Di Lingkup
Pemerintah Daerah - Dana Rp Rp
Kabupaten/Kota 2.811.283.084 69.834.401
Ouput :
- Jumlah Sistem elektronik yang 3 layanan 3 layanan
terintegrasi dalam portal
layanan SPBE (layanan publik
dan layanan administrasi
pemerintah)
3.21 Sub Kegiatan Koordinasi Masukan :
Pemanfaatan Pusat Data
Nasional - Dana Rp Rp
Ouput :
- Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah 0 Aplikasi 0 Aplikasi
Daerah yang sudah ditempatkan
di Pusat Data Nasional
3.2.2 Masukan :
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- Dana Rp Rp
Ouput :
Sub Kegiatan Koordinasi P
penyusunan proses bisnis - Jumlah dokumen proses bisnis di 0 Dokumen 0 Dokumen
Dinas Kominfo
323 Sub Kegaiatan Pengelolaan Masukan :
Fasilitasi penyelenggaraan
. - Dana Rp Rp
SPBE di lingkungan Pemda 671.686.750 .
Ouput :
- Jumlah laporan hasil fasilitasi 2 Laporan 0 Laporan
penyelenggaraan SPBE di
lingkungan Pemda
3.2.4 Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan :
Pengeloléan Data dan - Dana Rp Rp
Informasi
Ouput :
- Jumlah data dan informasi yang 0Dokumen 0 Dokumen
dipetakan berdasarkan
Arsitektur SPBE pemerintah
daerah
3.25 Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan :
penyusunan dan/atau reviu
arsitektur dan peta rencana - Dana Rp Rp
SPBE Pemerintah Daerah 110.240.164 -
Ouput :
- Jumlah dokumen arsitektur SPBE 1 Dokumen 0 Dokumen
Pemerintah Daerah yang
memuat 6 domain arsitektur dan
peta rencana yang diusulkan
3.2.6 Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan :
pelaksanaan Manajemen
SPBE - Dana Rp Rp
Ouput :
- Jumlah Dokumen Koordinasi 0 Dokumen 0 Dokumen

pelaksanaan Manajemen SPBE
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3.2.7 Sub Kegaiatan Masukan :
Pembangunan dan/atau
Pengembangan Aplikasi - Dana Rp Rp
160.000.000 -

Khusus yang sesuai dengan
arsitektur dan peta rencana Ouput:
SPBE pemerintah daerah - Jumlah aplikasi khusus yang 2 Aplikasi 0 Aplikasi
dibangun dan/atau
dikembangkan sesuai arsitektur
dan peta rencana SPBE
pemerintah daerah

3.2.8 Sub Kegaiatan Masukan :
Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan - Dana Rp Rp
Pemerintah Daerah - -
Ouput :
- Jumlah Aplikasi SPBE yang 0 Aplikasi 0 Aplikasi
terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah
3.2.9 Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan :
dan Fasilitasi - Dana Rp Rp
Penyelenggaraan . .
Kabupaten atau Kota Cerdas Ouput :
- Jumlah perangkat daerah yang 0 Unit 0 Unit

mendapatkan sosialisasi
program Kabupaten/Kota Cerdas

3.2.10  Sub Kegaiatan Masukan :
Penyelenggaraan Jaringan
Intra Pemerintah - Dana Rp Rp
Daerah Kab/Kota 622.820.845 29.244.000
Ouput :
- Jumlah perangkat daerah di 32 Perangkat 32 Perangkat Daerah
pemerintah Kab/Kota yang Daerah

terhubung dengan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah Kab/Kota
3.2.11  Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan :

pemanfaatan Portal

- Dana Rp Rp
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Pelayanan Pemerintah Ouput :
Daerah yang terintegrasi - Jumlah Layanan Pemda yang 0 Layanan 0 Layanan
memanfaatkan Portal pelayanan
Pemerintah Daerah terintegrasi,
yaitu Portal Pelayanan Publik,
Portal Administrasi
Pemerintahan, dan/atau Portal
Data Nasional
3.2.12  Sub Kegiatan Fasilitasi Masukan :
penye'lenggaraan Aud.lt TIK - Dana Rp Rp
sesuai kewenangan Dinas
Kominfo } .
Ouput :
- Jumlah Dokumen Fasilitasi 0 dokumen Odokumen
dalam rangka penyelenggaraan
Audit TIK sesuai kewenangan
Dinas Kominfo
3.2.13  Sub Kegaiatan Implementasi | Masukan :
Inovasi Program Kota - Dana Rp Rp
Cerdas 120.846.800 30.590.401
sesuai dengan Masterplan Ouput :
Kabupaten atau Kota i
Cerdas - Jumlah implementasi Inovasi 3 Program 1 Program
Program Kota Cerdas sesuai
dengan Masterplan
Kabupaten/Kota Cerdas
3.2.14  Sub Kegiatan Koordinasidan | Masukan :
Fasilitasi Promosi Literasi
SPBEdan/atau kolaborasi - Dana Rp Rp
Penyelenggaraan SPBE 29.200.000 10.000.000
Ouput :
- Jumlah dokumen koordinasi 1 dokumen 0 dokumen
Fasilitasi Promosi Literasi SPBE
dan/atau kolaborasi
penyelenggaraan SPBE
3.2.15  Sub Kegaiatan Koordinasi Masukan :
pemanfaatan Aplikasi
Umum SPBE - Dana Rp Rp
Ouput :
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- Jumlah Aplikasi Umum yang OAplikasi 0 Aplikasi
telah dimanfaatkan
3.2.16  Sub Kegiatan Penyediaan Masukan :
Akses Internet untuk
Perangkat Daerah dalam - Dana Rp Rp
rangka penyelenggaraan 1.096.488.525 -
SPBE Ouput :
- Jumlah Perangkat Daerah yang 32 Perangkat 0 Perangkat Daerah
memanfaatkan akses internet Daerah
yang disediakan oleh Dinas
STATISTIK 4 PROGRAM Masukan :
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL - Dana Rp Rp
315.439.513 57.062.900
Ouput :
- Dokumen hasil kegiatan 4 Dokumen 0 dokumen
statistik sektoral (profil, analisis
data statistik sosial dan
ekonomi, metadata)
4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Masukan :
ot | - oo ; R»
315.439.513 57.062.900
Ouput :
- Dokumen hasil kegiatan 4 Dokumen 3 dokumen
statistik sektoral (profil, analisis
data statistik sosial dan
ekonomi, metadata)
411 Sub Kegiatan Pengingkatan Masukan :
Kapasitas Kelembagaan
Statistik - Dana Rp Rp
111.020.579 46.332.900
Sektoral
Ouput :
- Jumlah pegawaiyang 32 Orang 32 Orang
mendapatkan pelatihan di
bidang statistik
4.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Masukan :
Peran Statistik Sektoral
X . - Dana Rp Rp
terhadap Sistem Statistik 80.427.889 £.230.000

Nasional
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Ouput :
- Persentase Perangkat Daerah 75 Persen 75 Persen
yang menggunakan data Statistik
untuk Perencanaan, Monitoring,
dan Evaluasi Pembangunan
dan/atau Penyusunan Kebijakan
4.13 Sub Kegiatan Peningkatan Masukan :
Kualitas Data Statistik - Dana Rp Rp
Sektoral 104.138.498 4.500.000
Ouput :
- Persentase kegiatan statistik 75 Persen 75 Persen
sektoral yang rilis tepat waktu
4.1.4 S ub Kegiatan Masukan :
Penyelenggaraan St.atIStIk - Dana Rp Rp
Sektoral yang sesuai dengan 11.468.861 )
Prinsip Satu Data Indonesia e
Ouput :
- Jumlah kegiatan statistik 1 Dokumen 0 Dokumen
sektoral yang telah dilengkapi
metadata
4.1.5 S ub Kegiatan Pelaksanaan Masukan :
:ri:es Elilsnls Statistik - Dana Rp Rp
extora 8.383.686 2.000.000
Sesuai Standar
Ouput :
- Jumlah Statistik Sektoral yang 1 Dokumen 1 Dokumen
sudah meminta rekomendasi
dari Pembina Data Statistik
5 PROGRAM Masukan :
PERSANDIAN PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK - Dana Rp Rp
PENGAMANAN INFORMASI 1.270.794.052 158.039.814
Outcome
Persentase terselenggaranya 86 Persen 86 persen
layanan persandian dan
keamanan informasi di
lingkungan pemerintah daerah
kota Cirebon
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5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Masukan :
Persandian untuk
Pengamanan Informasi - Dana Rp Rp
Pemerintah Daerah 1.265.444.052 158.039.814
Kabupaten/Kota Ouput :
Jumlah Layanan persandian dan 13 Layanan 13 layanan
keamanan informasi di
pemerintah daerah kota
cirebon
5.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Masukan :
Kebijakan Tata Kelol.a - Dana Rp Rp
Ke?manan Inform.am da.n 151.805.864 R
Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah QOuput :
Kabupaten/Kota - Jumlah Kebijakan Tata 1Dokumen 0 Dokumen
Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring
Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang
Ditetapkan
5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Masukan :
Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya - Dana Rp Rp
. 14.650.000 -
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Ouput::
Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Analisis 3 Laporan 0 laporan
Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
5.1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Masukan :
Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah - Dana Rp Rp
Kabupaten/Kota Berbasis 53.580.000 -
Elektronik dan Non Ouput :
Elektronik - Jumlah Laporan 1 Laporan 0 laporan

Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
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Sy smeacis

ORGANISASI
PERANGKAT URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ L
DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN Target Realisasi PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
PELAKSANA
2 3 5 6 7 8 24 25
Berbasis Elektronik dan
Non Elektronik
5.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Masukan :
Layanan Keamanan - Dana Rp Rp
Informasi Pemerintah 1.045.408.188 158.039.814
Daerah Kabupaten/Kota Ouput :
- Jumlah Perangkat Daerah 32 Perangkat 32 perangkat daerah
yang Telah Menggunakan Daerah
Layanan Keamanan
Informasi
5.2 Kegiatan Penetapan Pola Masukan :
Hubu'ngan Komunikasi - Dana Rp Rp
Sandi Antar Perangkat 5.350.000
Daerah Kabupaten/Kota oo °
Ouput :
- Jumlah pemanfaatan layanan 1 Layanan 0 layanan
hubungan komunikasi
sandiantar perangkat daerah
5.2.1 Sub Kegiatan Masukan :
0 ionalisasi Jari
perasionalisasi Jaring - Dana Rp Rp
Komunikasi Sandi
. 5.350.000 -
Pemerintah Daerah o .
Kabupaten/Kota uput:
- Jumlah Perangkat Daerah 32 Perangkat 0 perangkat daerah
yang Terhubung dalam Daerah
Jaring Komunikasi Sandi
Rp Rp
21.297.485.999 7.299.555.745 34,27
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Tabel 4. 1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

TARGET PRAKIRAAR CAPALAN KINERIA OAK NEFARGIA PEMOAMAKK el
URUSAN | DIDANG e o | Esumam | PO AR 1007
. e URLISAN | PROGRAM T P . e | e | CEAS KELOWPOK PERKMOKAT DAERAH
CUTCOME | KEGIATAN | avid emama, | PEmasown | PRICRITAS CASARUN PEMANGSUNG SAWAR
SUD KEGIATAK HETAR | Thaumzane Al - FAGU INDIKATIF [Rg) LowRE SUMEZR DANA TARGET | PAGUIKDIKATIF Fp)
uascanL | caeran
' z a 4 : A 7 [ " T T 12 1 14 I 1\ T
DFAS KOMUNIGAS] IFORNATIGG DAN STATETE LLAZEZIEH 00 LTI M
) URUSAM PEMERINTAHAR LLAZEZIEH 00 TR

e URUSAN PEMERIMTAHAR AHAILATEAZL DD I3 M43 258 0
OIDARG

L TR FROGEAMFERUR ARG T2 TGN 00 . 12007 394,331,060
URUSAMN PEMERIMTAHAR

Dk ERAH
FADURPATENHOTA

l
Taniv h3minik
Opemanional bagil
Forye s e rasr
Famatimiaban |

Indaicy 48 £ A4 &8 12BN 0 | - - B . - . 1M 3433900 | -
Crganinasi

2180M M @ o e - E - TR 10 B . - . 140222 790,00 | CIRAS KOEILUMBAS
Pangargpmren. dun Ly el M FORALTIER, DM
Ererm Pewngeo: Deamh STATET

21804 2.0 DD Pampmmmms Cokuren Pewmsmmman Memnga Dessas

Jumink Jaleren & Delurar 143z 2mm | - PERDHPATEM B . - RS KOEUNEALS
Farsrcanaer Denan ghe' REL] DAERAH MPORUMATIES DAN
Cmsrar FADY STATETE

2180 2 Do Kazrdiras durn Peryussrsn Cokuman REA-SEPD

ek Jalasmwy | Ccloran 2342324 0 | Eobs Cisban PERCAPATAN - - - BRS520T M0 | Cihal KDWUHEAL
A-SEPD der Lepocia ~amArz AL DAERAH MIIRWATIER CAN
el ¥ zordvesd Mo tramin et “EEATIS FADY STATETE
Dioloimen MRA-SAPD

218.0/M .2 oom Koordirmel dun Peryusunen Dokoren Perubsses B8 DT

Jumind Jolmen Persbaten 1 Dok 2S48 33400 | Woiw Clrebion, PE RO PATRM . . - BLIDE SO0 | DIFAS KDEUMEA S
FFA-SFPD den Lapoven EaEArz AZL] DEERAH MFORMATIEA CAN
el ¥ cordivel Perpumines AEATID FADY STATET
(=t

LT iyl

21801 2. D004 Koordrmel dun Peryusansn OF &35P T

ik Jolmen DF%- 500 1 Dok 2S48 33400 | Woiw Clrebion, PE RO PATAM . . - BUSSESSEO0 | DEFAS D LIMEA S
dar | pporer Haxl Mazmirex' Lt AEL] AR MWL TIER CAN
Ferramunes Jokemea AEATID FADY STATET
OFa-SErn

2180 20 Do Koordirasl dun Peryusunsn Pertatan DP- SiPD

Juminh Jaleren Persbaben | Dzl JS42 N340 | Wokw Clrsbon, PERDHPATEM B . - RS KOEUNEALS
OF8-ZHPD dan Lapoves EEEETIS A1) DRERGH MPORWATIER DAN
il ¥ zzrdves Pe Tpamn e SEEATIN FADY STATETE

Doz Menubahan

e p B il

21804 2. D008 Kazrdirasl dun Peryusoren Lspowss Cepsies Knee det ketser Reslmmi Krers S0O0°0
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TARGET PRAMIRAAK CAPAIAN KINERLA [ AK KERARGIA PEMDAMARK PRPEERARN R -
URLZAR | OMANG POIKATOR PROGRAN | e REALIZAS] CAPRIAN TAFIIM 1T
KODE URLUEARN | FROGRAM ! KEGIATRY | 5L PEROCE CAFALAMY TARGET FENKIA HELDWPCIE PERAMGEAT DAERAH
DUTCORE | KEGILTAR / KBBI.I.T;.H REYETRA RERLIA CPD OPD TAHLM TaREET PRIDMTAS SAIAFAR PIRERCOUR JAWAL
SUD KDOLTHE ] THRHUK 2324 1o e FAGU IRDIEATIF [Fgi LA SUMBER DAMA TARGET FREOU IRCIEATIF g
MASKORAL | DAERAH
1 3 - 4 - a T a El 10 L L] 1z 13 14 s L] T
Jurnk azoewn Taaer | Lpoymn TN AN | Eoin Cirsban FERCAPATEN - - - k=l Lol ] kD KDEUNEAR
Frenw Jar Mt Meslaan’ FEEATID ASL] DAERAH MIFOFMATIER Dot
Flrere SHOD den Laporen EEEATS Fan STATETIE
il K zordvaml Pespumnes
Lapanwn Capsins Minaa dan
Fwiar Ma aloew' Kiverie
SMPT
2180 2 oaT Lvalmm Firsmn Perangial Desw
dumink L aporns Svsloan B Lapoan & 0000000 | ok Cirsban FERCAPATER - - - 3B SN T4 I hatD KD UM RAS
Frerw e sghe! D sreh EEEATID ASL] DAE R MIFOPMATIER Dot
FEEArm Fan STATETE
2jamam A dmirvserunl Koo pan - - - BOITASGE I3 o0 - - - [-Rrofl. R T hatl KD LN EAT
Pam gt Dusreh HIFOPMATIER Ot
STATETE
21804 2o 0o Parpsdusr Gafl den Tonergen S5H
dumink Srang g T BIT.ETET I | Eoie Cisban PERCAPATAN - - - BB T IET.052 00 D KDl LU H AL
Memsrra Sl ZEr [= LF T FEEEME AL DAERH HIORMATIES D&M
Taryurpar ASN EEEATS Fan STATETE
21804 2m Do oordrasl dun Peryusurmn Lepows Kssngen & v Tebun 23000
dumink Capoewn Asamgen 1 Lapcemn 177280000 | Eots Cisban PERCAPATAN - - - 2245 130 00 bt D b Dlal LU H AL
Al Taban SATD dan AT RIL OAERAH MIORMATIES D& H
Lipawn haml Foardres EEEATS Fan STATETE
FerFsmunes Lapcren
Fesnngwn Alsr Teban SATD
2180 2 mooar ¥oordrasl dun Peryusursn Lepows Kssngen Ousns s Trisussan Ss restsmn 26000
Jurund Laporwn Aeasngen 12 Lepoma LT | Eoin Cirsbaon FERCAPATAN - - - EXNT I | CIRAS KDWUNKASR
Balerwn’ Tewulan e’ AT AIL) OAERAH MIORMATIES D& H
Semenisrr SATD dan FEEArm Fan STATETE
Lipawn Foordoes
[ LIS TLT L ], L
Fomsn npwn Baferea Towulane
Lg=pe o L LA i yal
2jamam & dmirvmerunl fmw g Wil - - - ETRNIG - - - BN hatD KD UM RAS
Dusrah e Permng ot HPOPRMATIER DM
Dmsrah STATETE
2140 2 mone Panga raman Dereng Wik Dwsreh 2500
dumind o lusmen | Codoran =TI M | Eob Cirsbaon PERCAPATER - - - BN hatl KD LN EAT
Fesgumen e Oarmn g LY FEEATID ASL] DAERAH HIFOFMATIER Dot
Dwmrab SAPT EEEATID Fang STATETE
iAo Bdmirumrunl Foeg wwnimn - - - o - - - TEEMUITE I | CIRAS KOEUNEAS
Pam~ges Desmh HIORMATIES D&M
STATETE
21800 2080 PangacaEn MecaEn DrEs bassts Airad akn gam e
Jumint Pwdei Paiomian Cinan 0 Puisi 008 | Eots Cimban. FERCAPATAR - - - TEEMUITE I | CIRAS KOEUNEAS
beuerts A Vals rgEaren FEEEME & DR HIORMATIES D&M
AT AL STATETE
29am2m & smivumrual Urum - - - L e m - - - TER 245 VET DO bt D b Dlal LU H AL
Pamges: Desreh MIFOPMATIER Dot
STATETI
CHA - diceiek pache JTOE-0T-0T DB
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Y II_SIPI.II KREA 44
_______-___,_._' VATIF SINERE

TARGET PRAKIRAAN CAPALAN KINERIA DA KERANGEA PENOAMARK PRASERAMN NuN] Bt
URLUEZARN | DIDANG PCAKATOR PROGRAM | ANER REALIZASI CAPRIAN TAFIIM 1T
WO KODE URLZAR | FROGEAM KEGIATRY (S PERIOOE CAFALLY TARGET FERIA EELOGMPOE PERAMGHEAT DACRAH
TDUTCOME ' KEGIATAN ! . AEYETRA RERLAL OPD OFD TR TARGET PRICRITAS SASARAR PERARGTUNG Sa WAL
U KEGIATAR P THHUK 2324 ToEs 228 FAGU INDIEATIF [FBpi LDk SUMEER DMK TARGET FAGU INDIEATIF [Bp|
MASKORAL | DAERAH
1 - a 4 3 a8 v a El 1] n 1z 13 14 {11 18 T
2180208 O Parpadinan Mewwie den Psfengks pen Fanio
Jumink Madet Merslater Ser 1 Puisi E1.040 A73.00 | Woiw Cirshon PERD&PATRA - - - TIP3 00 | DIRAS KDELUMNAS
Fede ngEape Fasior pesp gkl AEL] DAEREF M PORMATIER Dot
Doscfaian EEEATS FaD STATETE
21800208 0008 Parpsduar Datar Lageds Kari:
Jumind Pwded Swbwn Lopfi | Puimi 4 4TESIIN | Fole Cirsbon, PEROAPATAA - - - SEHE I | CiRAS KDMUHBAS
ey yanp Dinsdaker EEEErIS L] CRERRE HFOMMSTIER Dt
SamArD AL, FTETETI
21800208 00 Perpsdinen Dewng Csinkan Zan Penggescasn
dumink Padet Saverg 2 Pubmi V1ESS0 55200 | Eotw Cirshan PERCAPATAN - - - 125525084 00 | DIRAS KDWUMKAS
Cetnhat asn Merppandest gkl AEL] DAEREF MPORMATIER Dot
yang Dsdesar HEEETIS Fany STETETE
21800208 O00E Parpsduar Datar Essen Sen Pewarn Peroderg-urdengan
Jerind Jolmen Oakan 12 Cloaman TENS.000K | Eois Cirsbon, PEROAPATAA - - - IS I | CIRAS KDEUNKAS
Escaen a8t MERLTE EEEArS Ll DAERAH M FORMATIES Do
Feruncenp-Undang ss ywwng gkl FALy STETETE
Coedakar
21807 208 DiE T onllbmi Frjungen Tamu
Jurind L apornn Fawifeni 12 Lapoma 0000 000K | Eoin Cirsbon, PEROAPATAA - - - 3045 O N | CIRAD KDMUNKAS
Fasfurgan Tema AR BRIl GEEREH MFORASTIES, OfH
SamArD AL, FTATETI
21800208 DR Parpaargparmsn Mapst Koordma s das Eoraulam S5P0
dumink Caporwn 12 Lapzwa 4100000000 0 | Eotw Cirshan PERCAPATAN - - - SDE 2P 742 00 | DiRAS KD UMEAD
Merpeenggarsas (Vaga' gkl AEL] DAEREF MPORMATIER Dot
Fzerdres dar Manmilas AR PRy STATETE
SKrD
29ama2or Fargazman Dasang Rk - - - 30 B0 I - - - - TR M AR 00 | DiRAS KD UMEAD
O srahi Panamung Lromn M FOMMSTIER Dl
Parerinah Cesmb STATETE
21800207 [0 Pangudasn Wats]
Jumink Pwdst Mebwi parg 5 Linik I EET0NE N | Eoin Cirsbon, PERDHAPATRR - - - 2 N | CIRAL KDEUNKAD
Coedasan AR Ll DAERAH MIORWATIES CAH
SamArD AL, FTATETI
21800207 ool Pangadean Serams den Frammns Pendeang Gedung Kmtor abes Dengunsn Leisrys
Jumink Und Sermne den 1 Lini 0000000000 | Eotw Cirsbaa PERD&PATRA - - - D IGPSEI 00 | DiRAS KDEUNEAS
Freasran s Merdatung EEEErIS ASL] DEEREM HFOMASTIER Dl
ey Kardsr sy EEEATS Ty STATETE
asgure L e paog
Coxefisean
218mM2m Parpsdnern lom Perunjang | - - - 11084, 384 430 - - - - 1 CHE SE208 00 | CHRAS KOEUHBAD
U-ammn Ferarnninaen HIOIRMATIEA CAH
Omarmh STETETE
21801208 IR Parpsdiuan Jam Koryonbes, Seonss Cuye 8i cen Lisd-k
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TARGET PRAMIRAAK D APALAN KINERLI, [ AR KERANGES PEMOAMAKK PRASERAAN 1) SO
URUZARN | DIDANT POAKATOR PROGRAR | ANHER REALIEASI CAPALAN TAFIN 10T
URUEAN | PROGRAMW ' a CAP AN EELOWPOK PERAMGKAT DAERAH
- s DUTCOME | KEGIATAK ! FEDSES s FERIGDE | pesuis o | TARGET MENAL PRIORITAS SASARAN PERANGGUNRG SAMAS
- KEGLATAR REMETRA OFD TAFLR TARGET
U0 KEGIATAK T TRHUK 2324 Top 2228 FAGU IKIEATIF Fgi LAl SUMEER DAMK TARGET FAGU INDHEATIF [Fp|
MASIORAL | DACRAH
L i a 4 3 a 7 a & 1o " 12 13 14 {11 18 ir
Juriek Laperwn PMemvedaan 13 Lepama I I0O00 ] | Mok Clrebean. - B TR 0T | CIRAE KDEUNEAD
Junn Mornibew Sumber Famarz MIORMATIEA CaH
Cwyw A far Lminlk Fang FEEEME STATETE
Chvecliskan
21804 208 0004 Parpsdnar o Pebyarmn Umom Eanis
Jumink Laporwn Pepedest 12 Lepoms TOCDEE 430 | Eoke Cirsbaon PERCAPATEN . - - BERS0E 58000 | CIRAS KOEILINEAS
Junn Pelayansn Uears EEEATID & MFOFMETER Dot
ey yenp Dinsdakar FEEArm P STATETE
21amzm PaTed fmraar Gmwmng Millc - - - 1084 740724 0 - - - - 1133 208 243 00 | DIRAS KOWUMEAS
Umsrah Penamang Lromn MIORMATIER DN
Parsrinaben Desrsh STATETE
2180 209 0D Parpsdnan Jam Pemaiamen Days Pemeaherssn S8 Pejfas Karcamen Peesasgen ras ey Essdemen ras Jebersn
Jumink Nenaseat 1 Linit 43036 DO0 00 | Epie Cishan. PERCAPATEN . - - SO0 | CIRAS KOEILINEAS
Ferzrangar Dires sty FEEArm ASL] DEERRH MFOFMAETIER Ol
Fencerwer Divwx Jad gien FEEATID Fa STATETE
yunp Dicsthars aan
Ao avar PeEETFR
21804 209 .00 Parpsdnan tams Pemaiermn Days Femeahermsn Fapb den Persren Essdaman Dras Dpsmmcnsl sy Lazengsn
Jumink Nendsmees Jizan 28 Uni BB 32 000 | Kok Cirsbaon PERCAPATEN . - - S0 N0 SEE 00 | CIRAS KOEILINEAS
COpsramons’ siva Lepanges EEEATID AL DAC R MFOFMETER Dot
yung Dipslfhars dan FEEArm Fan STATETE
dasyader Fejsk den
Fe=sherw
180 3 09000 ParsltaraersPe el Gafung Kanior duy Bangusss Lanngs
dumint Gadung Kt Sar 4 ik 4T 000000 00 | Eote Cimban PERCAPATAN - - - SA4EDZ 488 00 | DiRAS KOWLUNRAS
Basguren Lsinnpe pung EEEATID MIFOFMET ER Dot
Dapal® srweTirs sbifan EEEATID STATETE
2142 maomo PaTsl e tusl Sararm Z@n Gacunyg Eankor sty Bengunen L inmys
dumink Savwas dar 12 Uni PESE.TI4.00 | Entw Cisban PERCAPATAN - - - BE 525 385 00 | DihAL KDWLIN KA
Prepsrmns Sedunp Manor amArz REL] OEERAH MIFORMETIER D
R SN BT LT R EEEATII Fag STATETE
sl are et abifan
2180 2 Mmoo e fwsl Sararm Zun P uicsng Gaciung Kanie: sies Bangu-ms Leinnys
Jumint Savwas dar 54 LUni 5B T4 00000 | Eniw Cirsban. PERC&PATEN . - - BEDEE I 00 | DIRAS KOEILINIGAS
e paran e Pendoiung AT BRI CDEERRH MIFOEMATIER Da N
eaduny AemiEr s FEEEME ALY STATETE
danguren Leinpe parg
Dapsl® graeTirs® abifan
2 ZARE FROGRAM 54217 - RITEAM.
FERGELOLA AN
R OAKASI DAY
KOMUKKAS] FUDLK
| vl P M5 w [ BLE - - - - - - RITEAM. 0 | -
dan boua ias borranikcani WEIE] MRnEd Laer ar
publl parrerntsh dasrsh ] | panyebane nlommau
pablils. mengetshol
knbijakan dan prograT
pricriss pamarintsh dan
paTarrist daarsh
PO - diosled peche J000-C-07 SB14
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TARDET PRAKIRAAK £ APALIN KINERLI DAK HERARGEA PENDAMAKK FIRARSRMAM ME.E M-
URUEZAN | DIOANG FOIKATOR PROGRAR | AEHER REALIZASI CAPRLAR TAFRIY 100T
Ko woor URLZAR | FROCEAHA. KEGLATRN [ SUS e CAPALELY TARGET FERKIA EELOWPGK PERAMCHEAT DAERAH
DUTCOMNE ' KEGIATAN ! Hmn;m REMSTRA RERLAL OPD OFD TAHLR TARGET PRICRITAS SASARAR PERBRGGURG JA WAL
SUD KEGIATAK ey ThHUK 2324 o 2378 FAGU IKDIEATIF Bgi LOKAL SUMEER DAMA TARGET FAGU IKDIEATIF Bg|
MASKOMAL | DAERAH
E z a 4 = ] 7 ] @ ] 0" 12 13 14 i 18 1T
Pl 8 rded ] Pangabolaa~ Infzrmsl dan - - - IMEEELT IO - - - - LETESDE 142 07 | CIRAS KOEILIMEAT
Komunicas Public MIOEMATI ER D&M
Parsrirah Desmb STATETE
asusmiEn ol
JARMEIMH DO 4 g il s 2w
Juriah sl relan medie | Lpomn FEEECE TN | Eol Cirsbon PERDHAPATRR - - - ZTTRETTIO0 | DIRAS KOEILMEAD
kscwcy medls rENg Iemia RSl DAERRF MIFOFMET KR DM
rEmE Y atere aekaps B ALy STATETE
Ewriar 1. mrvarsia Sewer Zarrm Faklemm
porx der I Exefsrd
Dinar kamink, den 1wkl
delaT hegeet wan meds
218002M DS EamiTean FoTunicas Ssnget Forunia s morasl Viesyereknd
SuTU e ACTUNRET AT 22 LHECET 0 | Eote Cirshan PERCAPATAN - - - EX4123ET 00 | DikAS KDEUNEAS
FETR BAeR el e e Eormunias EsmArs AEL] DAERRF MHIPOFMATIES DM
i rnan den Boetrd EEmAmD FaD STATETE
Derar Karinks
2B DIME Dalezrpar B2mineted] Fssasgan, en Tets Fsol Komisl vormas 3 Dsss® delan Rargks Parpsism an Seg bt ke Fubii
dumiak inporar Dulusgun 1 Lopsovemny 1037558 50000 | Molw Cirshan PERD&PATRA . . - 1 PET SE2 50000 | DilAS KOMILIMICA S
Adriwaiwlt Maoenger dmn EsmArs AEL] DAERRF MHIPOFMATIES DM
Ta'w Ksisw Kamin nbmay’ EEmAmD FaD STATETE
of Casrsl faug sfavwebs
meris dieerseber beoecs
et Rzmuskes den
infreihe
2ABOEIM DT Pawyn ran informas Fublic
Sumiak peTrchanen 158 23 425080 0 | koie Cirsbaa PERCAPATAN - - - 1142807000 | Dik&S KOWUMEAD
infvrman' Pubilh ey Feamahormn Esmaris RSl DAERRF MIFOFMET KR D&M
dinslars ban yemm EsmArs Ty STATETE
PR PR ST e
2A80ET M Da Sosinlbmel Pembuen Bdnng inforrmsl den Ko rusikes Fublk
Farman e Y WEyRE e 100 SN | Fote Cirsbon PERCAPATAN - - - ESRE 28 IO | DIkl KDWLUMIAL
puap pepar b rnan Farnsriass e RIL] CAE R MIORMATIER D&M
et parwurEn biderg EEmAmD FaD STATETE
irmrnan den kemosie’
putidk
180T DHE Miciioeing Inforrmml Kabijskon, Coinl, den Smpiresl Pl
dumiad redrsmendan 13 Fsdezran 335 SO0 | ke Cirsbon PEROAPATAA . . - 1G5 53500 | DiKAS KON S
o ke e By dasl EEmAmS RISl DAERRF MIPOFMETIER DM
putdk pung bechemdang dan e Ry STATETE
L FpeaaE kzrun ke
pricviay Mermarniat Oesmb
180G 2 M DI Depsrvrasl ndrmms
e b oY wleyeE veng 05 400000 | Eoiw Cirsban PERD&PATRA . . - TINDEE 41300 | DIRAS KDEILINIA S
mpanar nibvman’ pobdk Esmaris RSl DAERRF MIFOFMETIER DM
mEEMS ALY STATETE
21802 M Do Pangaiciaes Medin Foruonian Fubii
P - ik pecie SITE-OT-07 DB
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TARGET PRAMIRAAK CAPALAN KINERLA DAK KERANGKA PENDRMAKK IARERAAN LN} SR,
URUZARK | DO&NG PCIEATOR PROGRAM | ANER REALIZASI CAPALAN TAFIIM INGT
URUEZAN | PROGRAM ! H CAF AN HELOMPOK PERGMGEAT DAERAH
s DUTCOME | KEGIATAR ! FESEA B F A FPEREMME | popiad, copry | TIMESET BEERLLL PRIORITAS SASARAN PERANGOURG JAWAR
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